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Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 


Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


1.1. Latar Belakang 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah 
harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun 
jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen 
perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana 
Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan 


fungsi. 


Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, 
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi 
penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra 
Bappeda mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. 


Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan dokumen 
perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana 


Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 


Dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut, 
menyajikan agenda utama perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah 
dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, 
dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun 


berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas 
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dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan 
dicapai dalam periode 2018-2023. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran 
yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. 
Dengan demikian, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 menjadi acuan 
dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi 


pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat. 


Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 
dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir 
Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan 
Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 
2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 
sebagaimana Gambar 1.1. 

Gambar .1.1 


Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 
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Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 selain 
mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun 
komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembanguan 
Jawa Barat: 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logical 


framework, 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, 
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penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam 
evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bappeda juga memperhatikan 
perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan 


dan meningkatkan kinerja lembaga. 


1.2. Landasan Hukum 


Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis 
(Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 - 2023, adalah sebagai 


berikut: 


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421): 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483): 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700): 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725): 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, 


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815): 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara 
nomor 4816): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3): 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E): 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 162): 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 
23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58): 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat 


(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64): 
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16. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029: 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025: 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 
Nomor 6 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Nmor 6 Tahun 2016): 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023: 

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E): 

21. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 800/Kep.611/Bappeda /2018 
tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja 
Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 


Barat. 


1.3. Maksud dan Tujuan 


Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh 
komponen/aparatur Bappeda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun 
waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang 


berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. 


Tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah mengoptimalkan peran perencanaan 
pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi yang tercantum 
didalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, sehingga terjadi sinergitas tupoksi 
Bappeda selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka 


Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
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14, Sistematika Penulisan 


Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, disusun dalam 


sistematika sebagai berikut: 


BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan 


tujuan, dan sistematika penulisan. 


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT, Memuat informasi 
tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki 
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- 
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 
periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang 
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra 
Perangkat Daerah ini. 

BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT, 
memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 
Bappeda, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata 
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

BAB IVTUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah 


Bappeda Provinsi Jawa Barat, 


BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan 


kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat 


Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang 
rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda 


Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun. 


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja 
Bappeda Provinsi Jawa Barat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai 


komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
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BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappeda Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2018-2023. 
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT 


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah 
kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang 
transparan, akuntable dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) 
pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, 
Atas-Bawah dan Bawah-Atas. 

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses 
penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan 
program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. 
Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda 
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana 
pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik 
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga 
atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan 
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk 
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas- 
bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang 
perencanaan daerah di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang ditandai dengan 
fenomena: 

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: 
DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, 
lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta: 

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme 


perencanaan partisipatif, 


1-1 
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3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme 
penyusunan anggaran, 

4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata 
pemerintahan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait: 

5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Jawa Barat kepada 
masyarakat dan instansi. 

6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam 


pelaksanaan proses perencanaan pembangunan. 


21 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda 
Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala 
Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan 
daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi 
Jawa Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Secara 
implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan 
urusan pemerintahan. 
Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 
18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Badan Daerah provinsi merupakan 
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang 
berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 
provinsi. Bappeda mempunyai fungsi, yaitu: 
Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah: 
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, 
C. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan 


pembangunan daerah, 


1-2 


Rencana Strategis (RENSTRA) 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 


d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan 
daerah lingkup perencanaan, 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan beban kerja yang besar berdasarkan 
perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipologi perangkat 
daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian 
visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda selalu berupaya untuk 
terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan 
menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek 
termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, 
Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, 
serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis 
kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian 
hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan 
dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan 
lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi 
perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan 
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup 
Bappeda. 

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses 
perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang 
terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut 
hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, 
efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan 
sumber daya aparatur perencananya. 

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu 


prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan 
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lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai 

input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan 

segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategis 
pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi 
juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Keputusan Gubernur Provinsi Jawa 
Barat Nomor 800/Kep.611/Bappeda /2018 tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, 
Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka susunan organisasi bappeda adalah 
sebagai berikut: 

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin perumusan, menetapkan, 
mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
tugas pokok badan. 

A. Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi 
perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, 
membantu Kepala Badan mengkoordinasikan seluruh Bidang. Membawahkan: 

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan: 
b. Subbagian Keuangan dan Aset: 
Cc. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

B. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 
bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi 
Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan 
Pelaporan. Membawahkan: 

a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan: 
b. Subbidang Data dan Informasi, dan 
c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 
C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok 


menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 
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pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan 
teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah aspek 
pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan 
dan ketenagakerjaan. Membawahkan: 

a. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I: 

b. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II: 

c. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III: 

D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 
perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan 
perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal, 
perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Membawahkan: 


a. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I: 
b. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II: 
c. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III: 
E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 


fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, aspek 
perencanaan pembangunan Infrastruktur, meliputi infrastruktur wilayah, sarana 
prasarana perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan 
lingkungan hidup, serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota. membawahkan: 


a. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I: 
b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II: 
c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III: 
Berdasarkan penjelasan tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, 


Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat diatas, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi 


Bappeda, sebagaimana tertera pada (gambar 2.1) dibawah ini: 
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Gambar 2.1 
Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA 


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN XXX PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Paya 


TENTANG 


' PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR 






SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 
PELAPORAN 


SUB BAGIAN 
KEPEGAWAIAN DAN 
UMUM 










SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN ASET 
Bea ai BIDANG BIDANG BIDANG 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN 
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN MANUSIA SUMBER DAYA ALAM KEWILAYAHAN 






KELOMPOK 
JAFUNG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN 
PENDANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA I SUMBER DAYA ALAM 1 KEWILAYAHAN 1 
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG UB BIDANG 
DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA II SUMBER DAYA ALAM II KEWILAYAHAN II 
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 
PENGENDALIAN, EVALUASI PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DAN 
DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN MANUSIA III SUMBER DAYA ALAM III KEWILAYAHAN III 


GUBERNUR JAWA BARAT, 


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 


Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 800/Kep.611/Bappeda /2018 


2.2. Sumber Daya Bappeda 
2.21 Sumber Daya Manusia (SDM) 

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Keputusan Gubernur Provinsi Jawa 
Barat Nomor 800/Kep.611/Bappeda /2018 tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, 
Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon 
Il: 5 lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala 
bidang serta 15 orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag, dan 12 (dua 


belas) orang kasubbid. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Bappeda juga 
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didukung oleh tersedianya 30 (tiga puluh) tenaga fungsional perencana, 1 (satu) orang 
fungsional pustakawan dan 3 (tiga) orang tenaga fungsional arsiparis. 

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja 
organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu 
dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan BAPPEDA sebagai 
center of knowledge dan learning organization. Komposisi jumlah pegawai Bappeda 
dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan 
sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi 
pegawai Bappeda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 94 orang laki-laki atau 68,616 
dan perempuan sebanyak 43 orang atau 31,39Y6, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1. 
Sedangkan komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV 
sebanyak 31 orang atau 22,63Y6, golongan III sebanyak 67 orang atau 48,91” dan 
golongan II sebanyak 34 orang atau 24,82”6 dan sisa golongan I sebanyak 5 orang atau 
3,65Y6, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.2). 

Adapun komposisi pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat 
pendidikan yaitu Doktor (S-3) sebanyak 4 orang atau 2,92”6, Pasca Sarjana (S-2) 41 orang 
atau 29,93Yo, Sarjana fdan Diploma 48 orang atau 35,0499, dan sisanya yang 
berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 44 orang atau 32,12”6 seperti tertera pada 
(Tabel 2.3). 


Tabel 2.1 
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat 
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 

















JENIS KELAMIN 
an US LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH 
1. KEPALA 1 0 1 
2. SEKRETARIAT | 32 12 44 
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN 
3 14 4 18 
KEWILAYAHAN 
Pn BIDANG PEREKONOMIAN DAN n : 5 
SUMBER DAYA ALAM 
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JENIS KELAMIN 
UNIT KERJA LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH 

& BIDANG PEMERINTAHAN DAN in . 3 

PEMBANGUNAN MANUSIA 

BIDANG PERENCANAAN, 
6. PENGENDALIAN DAN EVALUASI 12 6 18 

PEMBANGUNAN DAERAH 
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 211 1 34 

JUMLAH TOTAL 94 43 137 

















Sumber: Data Kepegawaian, 2018 
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Tabel 2.2 
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat 
Berdasarkan Golongan Tahun 2018 






























































GOLONGAN 
JUMLAH 
UNI KERJA PNS Iv Ii Il I 
A (B/C DE ML|A | B Cc D| ML/IA | B/C  D| ML A|B | c| D JML 

1 | 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 | KEPALA 1 1 1 | 0 0 0 
2 | SEKRETARIAT 44 4 2 3 9 8 5 541 19 12 1 13 3 3 

BIDANG INFRASTRUKTUR 
3 | DAN KEWILAYAHAN 18 2» Ia 3 2 1 2» Ia 6 1 7 8 1 1 

BIDANG PEREKONOMIAN 

DAN SUMBER DAYA 9 3 1 4 21 3 1 1 1 1 

BIDANG PEMERINTAHAN 

DAN PEMBANGUNAN 13 3 IX 4 2 1 3 6 3 3 0 

MANUSIA NS | salih 1 

BIDANG PERENCANAAN, 

PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI 18 1 1 6 1 2 2 11 ' 4 2 6 0 

PEMBANGUNAN DAERAH 

KELOMPOK JABATAN 

Ane 34 AM M3 2182 | 9 1 112 | 8 |1 22 | 3 3 

JUMLAH TOTAL 137 16 9 5 1 0 31 19 20 22 6 67 5 0 28 1 34 0 0 5 0 5 






























































Sumber: Data Kepegawaian, 2018 
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Rekapitulasi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat 


Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 
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PENDIDIKAN 
No UNIT KERJA 
NON DATA 
S3 (S2 |S1 |D4 | D3 |D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD | cp amel Jalu 
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. KEPALA BADAN 1 z : : - - : : : - : : 1 
2. ' SEKRETARIAT - 110 10 - 4 : 2 19 1 : : - 44 
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN 
3. KEWILAYAHAN 3 2 i h g " ' . a £ g - 
4. BIDANG PEREKONOMIAN DAN ag Desa : | : ' i : ' ' I 5 
".! SUMBER DAYA ALAM 
s BIDANG PEMERINTAHAN DAN : Sl j : | I s i 5 ' l i5 
". PEMBANGUNAN MANUSIA 
BIDANG PERENCANAAN, 
6. '” PENGENDALIAN DAN EVALUASI - 2. 9 - 2 - - 4 - 1 : - 18 
| PEMBANGUNAN DAERAH 
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1g (ag - - 3 - - - - 34 
TOTAL 4 4 M4 0 7 0 0 39 3 2 0 0 137 















































Sumber: Data Kepegawaian, 2018 
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2.2.2. Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional 

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah 
Gedung kantor seluas 6.800 m?, Kendaraan Dinas sebanyak 21 Unit, Saluran Telepon 
sebanyak 16 Line, ruang rapat yang memadai dapat menampung 20 sampai dengan 250 
orang meliputi ruang rapat utama, RS.Soehoed Warnaen di lantai 3 dan Operation Room 
di lantai 2 serta 7 ruang rapat yang ada di bidang-bidang, lain itu juga terdapat aset 
berupa alat perlengkapan kantor. 

Guna mendukung proses peningkatan kualitas perencanaan Provinsi Jawa Barat, 
Bappeda juga sedang membangun sebuah Kampus Lapangan di Pasirjambu Kabupaten 
Bandung, dengan nama Kampus Lapangan Perencanaan Pembangunan Daerah (KLP2D) 
Provinsi Jawa Barat. Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa 
di Bappeda, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku 
Inventaris Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat 
diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai Bappeda Provinsi Jawa Barat sebanyak Rp. 
66.384.810.334,-, sedangkan aset yang tidak digunakan adalah senilai Rp. 584.616.580 
(0,88920). 

Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Barat juga memiliki aset berupa ruangan yang 
digunakan sebagai kantin dan tempat foto copy yang dikelola oleh “Koperasi Wibawa 
Bappeda”, yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 


Daerah. 


2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda 

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan 
yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada 
warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, 
maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu 
Negara, termasuk Bappeda Provinsi Jawa Barat di dalamnya. 

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada 
dasarnya Bappeda Provinsi Jawa Barat melaksanakan jenis pelayanan administrasi 


dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting 
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yang perlu digaris bawahi adalah Bappeda memberikan pelayanan tidak hanya kepada 
publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur 
pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, PD/Biro Provinsi Jawa Barat, 
Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat serta kepada Instansi Vertikal yang terkait 
dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan 


Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 


2.31 Pencapaian Kinerja Bappeda 

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Jawa Barat dapat diukur dari 
ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki 
oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dukumen perencanaan 
pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran 
dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis 
badan yang diukur melalui 13 (Tiga Belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil 
pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian 


kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.3) dibawah ini: 
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Tabel 2.4 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 


Rencana Strategis 


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 


Tahun 2013 - 2018 





Indikator Kinerja sesuai 
Tugas dan Fungsi SKPD 


Targe 
t SPM 


Targe 
tIKK 


Target 
Indikator 
Lainnya 


Target Renstra SKPD Tahun ke- 


Realisasi Capaian Tahun ke- 


Rasio Capaian Tahun ke- 





2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


2014 


2015 


2016 


2017 


2013 


2014 2015 2016 


2017 





1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


9 


(10) 


(12) 


(14) 


(15) 


(16) 


(17) (18) (19) 


(20) 





Tingkat kontribusi hasil 
analisis 
data/penelitian/kajian 
dalam perencanaan 
pembangunan 


60 


65 


70 


75 


80 


67 


76 


79,45 


103,33 


103,08 103,96 104,11 


104,54 





Tingkat keselarasan 
rencana pembangunan 
provinsi dengan Nasional, 
Kabupaten/Kota, dan 
wilayah perbatasan 
provinsi. 


72 


74 


76 


78 


80 


72 


75 


77 


80 


82,7 


100,00 


101,35 102,67 103,90 


103,38 





Persentase usulan dari 
pelaku pembangunan yang 
sesuai dengan prioritas 
pembangunan Jawa Barat. 


60 


65 


70 


75 


80 


62 


66 


70 


75,4 


87,5 


103,33 


101,54 106,06 107,71 


116,05 





Tingkat kesesuaian 
rencana pembangunan 
dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. 


52 


54 


56 


58 


60 


52 


54 


56 


58 


60 


100,00 


100,00 103,70 103,57 


103,45 





Tingkat keselarasan 
kerjasama antar daerah, 
kabupaten/kota, antar 
provinsi dan luar negeri 
dengan prioritas RPJMD. 


72 


74 


76 


78 


80 


73 


75 


78 


79 


82,5 


101,39 


101,35 104,00 101,28 


104,43 





Tingkat keselarasan 
kerjasama Pemprov 
dengan Perguruan Tinggi, 
BUMN/BUMD, Swasta, LSM 
dalam dan luar negeri 
dengan prioritas RPJMD. 


72 


74 


76 


78 


80 


73 


75 


78 


80 


83 


101,39 


101,35 104,00 102,56 


103,75 





Persentase penanganan 
ketersediaan rencana rinci 
tata ruang. 


52 


54 


56 


58 


60 


55 


58 


61 


64 


70 


105,77 


107,41 105,17 104,92 


109,38 











Tingkat kesesuaian sasaran 














72 





74 





76 





78 





80 





75 





78 





80 








82 


85 





104,17 











105,41 102,56 102,50 





103,66 
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Tabel 2.4 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 


Rencana Strategis 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2013 - 2018 





No 


Indikator Kinerja sesuai 
Tugas dan Fungsi SKPD 


Targe 
t SPM 


Targe 
tIKK 


Target 
Indikator 
Lainnya 


Target Renstra SKPD Tahun ke- 


Realisasi Capaian Tahun ke- 


Rasio Capaian Tahun ke- 





2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


2013 


2014 


2015 


2016 


2017 





1) 


2) 


(3) 


(4) 


5) 


(6) 


(7) 


(8) 


9 


(10) 


(1) 


(12) 


(13) 


44) 


(15) 


(16) 


47) 


(18) 


(19) 


(20) 





pembangunan jangka 
panjang, jangka menengah 
dan tahunan 





Tingkat konsistensi 
pelaksanaan pembangunan 
terhadap rencana 
pembangunan 


82 


84 


86 


88 


90 


83 


86 


88 


91 


95,75 


101,22 


102,38 


103,33 


103,41 


105,22 





10 


Tingkat kesesuaian 
perencanaan dengan 
penganggaran 


82 


84 


86 


88 


90 


84 


87 


89 


92 


95 


102,44 


103,57 


102,30 


103,37 


103,26 





11 


Tingkat layanan informasi 
perencanaan 
pembangunan daerah 


82 


84 


86 


88 


90 


84 


85 


88 


90 


93 


102,44 


101,19 


103,53 


102,27 


103,33 





12 


Tingkat aksesibilitas data 
dan informasi 
pembangunan 


500,0 
00 


525,0 
00 


550,0 
00 


575,000 


523,5 
47 


542,6 
78 


575,31 


110,22 


108,54 


106,01 


101,89 


107,00 








13 





Prosentase aparatur 
perencana PD & Kab/Kota 
yang memiliki sertifikat 
kompetensi 

















64 





66 





68 





70 





64 





66 





68 











103,23 





103,13 





103,03 


102,94 








104,29 
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Rencana Strategis 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 


2.3.2 Anggaran dan Realiasasi Pendanaan Pelayanan Bappeda 

Kinerja pelayanan perangkat daerah provinsi Jawa Barat selain dapat diukur dari 
ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki 
oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dukumen perencanaan 
pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja 
anggaran dan realisasi pendaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 


2.5) sebagai berikut dibawah ini: 


1-15 


Tabel 2.5 
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 


Provinsi Jawa Barat 


Rencana Strategis 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 











Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 
Uraian 4") 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi 
(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (0) (10) (11) (12) (13) (aa) (as) (16) (17) (18) 





Program Penataan 
Ruang 





Peninjauan Kembali RTRW 
Provinsi Jawa Barat Tahun 
2009-2029 


537.675.000,00 


903.000.000,00 


600.000.000,00 


486.080.500,00 


891.185.300,00 


553.020.110,00 


51.594.500,00 


11.814.700,00 


46.979.890,00 





Penyelenggaraan BKPRD 
Provinsi Jawa Barat 


816.207.500,00 


676.307.000,00 


491.106.926,00 


485.617.657,00 


325.100.574,00 


190.689.343,00 





Program Kerjasama 
Pembangunan 





Musrenbang Regional Se 
Jawa Bali 


140.000.000,00 


139.047.800,00 


952.200,00 





Kerjasama Pembangunan 
Perbatasan 


225.000.000,00 


220.715.050,00 


4.284.950,00 





Kerjasama Pembangunan 
Jawa Barat 


175.000.000,00 


1.050.000.000,00 


931.550.000,00 


170.834.660,00 


1.048.357.079,00 


912.966.032,00 


4.165.340,00 


1.642.921,00 


18.583.968,00 





Program Perencanaan 
Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan 
Daerah 





Pengelolaan Program 
Penanganan Lahan Kritis 
dan Sumber Daya Air 
Berbasis Masyarakat 
(PLKSDA-BM) 


50.000.000,00 


108.500.000,00 


46.488.600,00 


97.622.120,00 


3.511.400,00 


10.877.880,00 





Penyelenggaraan RAD-GRK 
Provinsi Jawa Barat 


100.000.000,00 


120.000.000,00 


119.900.000,00 


65.244.375,00 


110.966.200,00 


112.360.000,00 


34.755.625,00 


9.033.800,00 


7.540.000,00 





Bimbingan Teknis 
Pengurangan Kemiskinan Di 
Jawa Barat 


180.000.000,00 


166.211.750,00 


13.788.250,00 





Penguatan Strategi 
Pembangunan Manusia Di 
Jawa Barat 


525.000.000,00 


429.027.575,00 


95.972.425,00 





Penyusunan Rencana Besar 
Pengembangan 
Metropolitan Bandung Raya 


500.000.000,00 


1.027.700.000,00 


421.799.850,00 


944.029.990,00 


78.200.150,00 


83.670.010,00 





Analisis Perkembangan 
Ekonomi Makro Provinsi 
Jawa Barat 


324.700.000,00 


335.000.000,00 


399.440.000,00 


324.488.900,00 


323.779.568,00 


383.098.950,00 


211.100,00 


11.220.432,00 


16.341.050,00 





BIJB - Studi Potensi dan 
Konsep Pengembangan 
Kemanfaatan Ekonomi 
Kawasan Kertajati Aerocity 


497.000.000,00 


495.327.852,00 


1.672.148,00 





Perencanaan Tematik 
Kewilayahan Provinsi Jawa 
Barat 


750.000.000,00 


895.000.000,00 


749.222.748,00 


716.221.700,00 


777.252,00 


178.778.300,00 





Penyusunan RAM IP Bidang 
Pemerintahan 


175.000.000,00 


171.630.000,00 


3.370.000,00 





Perencanaan 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa 
Perbatasan Provinsi 


600.000.000,00 


472.900.000,00 


597.926.810,00 


467.919.677,00 


2.073.190,00 


4.980.323,00 





Penyusunan Dokumen 
Revitalisasi Balai/UPTB/KCP 
Provinsi Jawa Barat 


125.000.000,00 


123.748.500,00 


1.251.500,00 





Perencanaan Pendanaan 
Pembangunan APBN 


450.000.000,00 


487.000.000,00 


436.644.692,00 


462.990.140,00 


13.355.308,00 


24.009.860,00 





Pengembangan Tim 
Fasilitasi CSR Jawa Barat 


520.000.000,00 


890.000.000,00 


1.050.000.000,00 


484.612.199,00 


856.401.100,00 


1.046.348.031,00 


35.387.801,00 


33.598.900,00 


3.651.969,00 








Perencanaan Pendanaan 
Pembangunan Daerah 
Melalui PHLN, KPS dan 











250.000.000,00 








275.000.000,00 











228.398.600,00 








272.669.000,00 











21.601.400,00 








2.331.000,00 
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Rencana Strategis 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 





Uraian 4") 


Anggaran pada Tahun Ke- 


Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- 


Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- 


Rata-rata Pertumbuhan 





2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


2013 


2014 


2015 2016 


2017 


2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


Anggaran Realisasi 





let) 


2 


3) 


“) 


(5) 


(9) 


?) 


(8) 


(9) (10) 


(11) 


(12) 


(13) 


(aa) 


tas) 


(16) 


(17) (18) 





Obligasi Daerah 





Penyusunan Dokumen 
Penganggaran Murni Tahun 
2016 


540.000.000,00 


538.183.300,00 


1.816.700,00 





Penyusunan Dokumen 
Penganggaran Perubahan 
Tahun 2015 


480.000.000,00 


475.164.995,00 


4.835.005,00 





Pengendalian Kinerja 
Pembangunan Jawa Barat 


182.750.000,00 


172.072.750,00 


10.677.250,00 





Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Tahunan 
Bappeda 


250.000.000,00 


250.000.000,00 


114.560.534,00 


249.355.000,00 248.401.540,00 


114.438.267,00 


645.000,00 


1.598.460,00 


122.267,00 





Forum Perencanaan 
Bappeda Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 


1.587.600.000,00 


997.550.000,00 


1.106.869.471,00 


995.554.806,00 


480.730.529,00 


1.995.194,00 





Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat 


1.844.300.000,00 


1.012.400.000,00 


659.000.000,00 


1.840.788.000,00 1.010.371.540,00 


651.700.468,00 


3.512.000,00 


2.028.460,00 


7.299.532,00 





Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan 
(Musrenbang) Tahun 2015 


1.400.000.000,00 


1.529.500.000,00 


1.380.000.000,00 


1.378.796.717,00 1.524.600.618,00 


1.376.229.517,00 


21.203.283,00 


4.899.382,00 


3.770.483,00 





Pengembangan RKPD Jabar 
Online 2101 


707.250.000,00 


1.473.500.000,00 


685.987.000,00 1.449.537.604,00 


21.263.000,00 


23.962.396,00 





Sertifikasi Sistem 
Manajemen Mutu ISO 
9001: 2008 Untuk 
Penyusunan RKPD Provinsi 
Jawa Barat 


150.000.000,00 


150.000.000,00 


195.000.000,00 


145.022.000,00 149.071.666,00 


194.669.143,00 


4.978.000,00 


928.334,00 


330.857,00 





Penyusunan Rencana Besar 
Pengembangan 
Metropolitan Cirebon Raya 


500.000.000,00 


850.000.000,00 


457.084.350,00 845.732.740,00 


42.915.650,00 


4.267.260,00 





Penyusunan Rencana Besar 
Pengembangan Pusat 
Pertumbuhan Pangandaran 


300.000.000,00 


751.600.000,00 


233.979.500,00 686.824.750,00 


66.020.500,00 


64.775.250,00 





Penyusunan Rencana Besar 
Pengembangan Pusat 
Pertumbuhan Rancabuaya 


300.000.000,00 


500.000.000,00 


280.118.700,00 492.938.100,00 


19.881.300,00 


7.061.900,00 





Pelaporan Kinerja 
Pembangunan Jawa Barat 


150.000.000,00 


450.000.000,00 


196.200.000,00 


88.583.750,00 386.076.846,00 


169.574.756,00 


61.416.250,00 


63.923.154,00 


26.625.244,00 





Penyusunan Rencana Besar 
Pengembangan Pusat 
Pertumbuhan 
Palabuhanratu 


300.000.000,00 


239.518.100,00 


60.481.900,00 





Penyusunan Rencana Besar 
Pengembangan 
Metropolitan Bodebek- 
Karpur 


500.000.000,00 


421.172.000,00 


78.828.000,00 





Penyusunan Rencana Induk 
Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial 
Provinsi Jawa Barat Tahun 
2015 - 2025 


325.000.000,00 


1.038.960.000,00 


230.248.000,00 806.388.750,00 


94.752.000,00 


232.571.250,00 





Pendukungan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) 
Provinsi Jawa Barat 


1.415.000.000,00 


1.450.000.000,00 


1.385.934.920,00 1.424.205.060,00 


29.065.080,00 


25.794.940,00 





Peningkatan Wawasan dan 
Kualitas Perencanaan 


375.000.000,00 


427.600.000,00 


373.535.000,00 426.167.992,00 





Aparatur Desa - 1.465.000,00 1.432.008,00 - 

Penyusunan Laporan 

Keterangan 855.196.100,00 1.300.000.000,00 1.174.446.000,00 833.455.900,00 1.294.435.074,00 | 1.072.914.793,00 

Pertanggungjawaban 101.531.207,0 
Gubernur Tahun 2014 - 21.740.200,00 5.564.926,00 0 





Koordinasi Pengelolaan 
Sistem Irigasi Partisipatif 
(WISMP-2) 


191.000.000,00 


128.000.000,00 


287.050.000,00 


175.866.000,00 99.067.230,00 


216.673.879,00 


15.134.000,00 


28.932.770,00 


70.376.121,00 








Pengembangan Wilayah 
Jabar Bagian Selatan 











990.000.000,00 


655.000.000,00 








497.750.000,00 











928.923.718,00 654.749.100,00 








135.288.000,00 











61.076.282,00 





250.900,00 





362.462.000,0 
0 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 

















Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 
Uraian 4") 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi 
1) (2) (3) (3) (5) (6) () (8) Ol (10) (11) (12) (13) (aa) tas) (16) (17) (18) 
Pendukungan Focus Group 
Discussion (FGD) 550.000.000,00 544.870.000,00 
Perencanaan Pembangunan 
Jawa Barat - 5.130.000,00 - - 
Pengembangan Wilayah 
Jabar Bagian Utara 550.000.000,00 500.000.000,00 76.450.000,00 189.188.000,00 497.247.100,00 76.039.000,00 - 360.812.000,00 2.752.900,00 411.000,00 





Pendukungan Tim 
Koordinasi 
Penganggulangan 
Kemiskinan (TKPK) Provinsi 
Jawa Barat 


600.000.000,00 


944.000.000,00 


987.150.000,00 


431.838.350,00 


763.016.446,00 


962.766.638,00 


168.161.650,00 


180.983.554,00 


24.383.362,00 





Pengelolaan Komisi Daerah 
Lansia 


300.000.000,00 


785.000.000,00 


356.150.000,00 


270.529.502,00 


737.624.030,00 


343.617.532,00 


29.470.498,00 


47.375.970,00 


12.532.468,00 





Komite Perencana 
Pembangunan Jawa Barat 


800.000.000,00 


672.000.000,00 


1.070.720.000,00 


591.466.875,00 


670.323.928,00 


1.069.220.132,00 


208.533.125,00 


1.676.072,00 


1.499.868,00 





Penyusunan Perencanaan 
dan Pengelolaan Anggaran 


300.000.000,00 


840.000.000,00 


1.100.000.000,00 


296.230.725,00 


822.786.057,00 


1.064.305.260,00 





Daerah Jawa Barat - 3.769.275,00 17.213.943,00 35.694.740,00 
Penyelenggaraan 

Perencanaan Bappeda 750.000.000,00 748.119.753,00 

Provinsi Jawa Barat - 1.880.247,00 - - 





Penyempurnaan Sistem E- 
Monev Jabar 


200.000.000,00 


399.100.000,00 


399.100.000,00 


177.981.250,00 


256.615.000,00 


256.615.000,00 


22.018.750,00 


142.485.000,00 


142.485.000,0 
0 





Evaluasi Pelaksanaan RAD 
MDGS Di Jawa Barat 


275.000.000,00 


492.450.000,00 


231.170.829,00 


490.810.593,00 


43.829.171,00 


1.639.407,00 





Penyusunan Evaluasi RKPD 
Provinsi dan 
Kabupaten/Kota Jawa Barat 
Tahun 2015 


350.000.000,00 


400.000.000,00 


543.950.000,00 


227.597.050,00 


377.823.949,00 


463717049 


122.402.950,00 


22.176.051,00 


80.232.951,00 





Penyusunan Evaluasi 
Kinerja Tahunan RPJMD 
Provinsi Jawa Barat Tahun 
2013-2018 


350.000.000,00 


350.000.000,00 


339.500.000,00 


180.502.482,00 


332.898.246,00 


290.633.800,00 


169.497.518,00 


17.101.754,00 


48.866.200,00 





Penyusunan Evaluasi 
Pendanaan Pembangunan 
Provinsi Jawa Barat Yang 
Bersumber Dari APBN/PHLN 
dan Pendanaan CSR 


100.000.000,00 


450.000.000,00 


77.369.450,00 


442.070.752,00 


22.630.550,00 


7.929.248,00 





Penyusunan Evaluasi 
Rencana Kerja OPD/Biro 
Tahun 2014 


175.000.000,00 


130.000.000,00 


147.500.000,00 


91.695.800,00 


27.500.000,00 


38.304.200,00 





Perencanaan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 


891.500.000,00 


1.673.750.000,00 


829.985.218,00 


1.624.609.727,00 


61.514.782,00 


49.140.273,00 





Perencanaan Pembangunan 
Bidang Ekonomi Di Jawa 
Barat 


550.000.000,00 


1.000.000.000,00 


545.219.390,00 


887.017.240,00 


4.780.610,00 


112.982.760,00 





Penyelenggaraan 
Koordinasi Pengembangan 
Wilayah Metropolitan dan 
Pusat Pertumbuhan Melalui 
Dewan dan Badan 
Metropolitan dan Pusat 
Pertumbuhan Provinsi Jawa 
Barat 


1.376.000.000,00 


1.169.160.000,00 


520.551.465,00 


1.026.026.673,00 


855.448.535,00 


143.133.327,00 





Penyusunan Dokumen 
Rencana Induk 
Pengembangan Wilayah 
Jawa Barat Bagian Selatan 


550.000.000,00 


1.499.900.000,00 


546.116.000,00 


1.390.760.600,00 


3.884.000,00 


109.139.400,00 





Grand Desain 
Pembangunan 
Kependudukan Jawa Barat 
Tahun 2015 - 2035 


400.000.000,00 


259.573.500,00 


140.426.500,00 





Grand Desain 
Pembangunan Kesehatan 
Jawa Barat Tahun 2015 - 
2025 


400.000.000,00 


248.942.600,00 


151.057.400,00 








Kajian Alih Mata 
Pencaharian Masyarakat Di 
Kawasan Karst Padalarang 
Untuk Geotheater Jabar 











250.000.000,00 

















215.442.632,00 














34.557.368,00 
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Uraian 4") 


Anggaran pada Tahun Ke- 


Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- 


Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- 


Rata-rata Pertumbuhan 





2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


2013 


2014 


2015 2016 


2017 


2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


Anggaran Realisasi 





le1) 


2 


3) 


“@) 


(5) 


(9) 


) 


(8) 


(9) (10) 


(11) 


(12) 


(13) 


(aa) 


tas) 


(16) 


(17) (18) 





Penyelenggaraan 
Perencanaan Sumber Daya 
Lahan, Kehutanan, Energi 
dan Sarpras Dasar 
Permukiman 


50.000.000,00 


44.828.200,00 


5.171.800,00 





Pengembangan Taman 
Budaya, Ilmu dan Teknologi 
Di Kawasan Pendidikan 
Jatinangor 


900.000.000,00 


390.000.000,00 


389.379.250,00 371.137.416,00 


510.620.750,00 


18.862.584,00 





Pengembangan Tim 
Manajemen Kawasan 
Pendidikan dan Riset Di 
Jawa Barat 


500.000.000,00 


380.000.000,00 


420.493.712,00 343.360.558,00 


79.506.288,00 


36.639.442,00 





Penyusunan Naskah 
Akademik Peraturan Daerah 
Tentang Pembentukan 
BUMD Korporasi 
Metropolitan dan Pusat 
Pertumbuhan 


100.000.000,00 


98.600.000,00 


1.400.000,00 





Pembangunan Sistem APBD 
Jabar Online 


325.000.000,00 


324.930.000,00 


70.000,00 





Sinergitas dan Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan 
Bidang Sosial Budaya 


300.000.000,00 


675.000.000,00 


113.351.000,00 595.655.265,00 


186.649.000,00 


79.344.735,00 





Kajian Rencana 
Penyelenggaraan Program 
Studi di Luar Domisili (PDD) 
ITB di Kabupaten Bekasi, 
Kabupaten Cirebon, Kota 
Cirebon, Kab. Sukabumi 
dan Kabupaten 
Pangandaran 


750.000.000,00 


500.000.000,00 


305.699.700,00 253.631.400,00 


444.300.300,00 


246.368.600,00 





Pembuatan Kajian Teknis 
Pemberian Rekomendasi 
Gubernur Untuk 
Pemanfaatan Ruang di 
Wilayah 3 Metropolitan dan 
3 Pusat Pertumbuhan Jawa 
Barat 


50.000.000,00 


39.972.500,00 


10.027.500,00 





Penyusunan Prospektus 
UPTB Penataan Ruang Jawa 
Barat pada Bappeda 
Provinsi Jawa Barat 


50.000.000,00 


46.920.818,00 


3.079.182,00 





Penyusunan Rencana Besar 
dan Pembuatan Artist 
Impression Makro Kota 
Walini Raya 


250.000.000,00 


198.467.850,00 


51.532.150,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor Perumahan 
dan Permukiman 


249.870.000,00 


248.573.920,00 


1.296.080,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor Energi dan 
Sumber Daya Mineral 


249.870.000,00 


217.846.300,00 


32.023.700,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor Lingkungan 
Hidup 


346.120.000,00 


298.114.024,00 


48.005.976,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018 - 
2023 sektor Sumber Daya 
Air (SDA) 


249.870.000,00 


218.956.311,00 


30.913.689,00 








Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor Jalan 
(Kebinamargaan) 

















249.870.000,00 

















223.169.238,00 

















26.700.762,00 
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Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 
Uraian 4“) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi 
(1) (2) (3) (3) (5) (6) () (8) O) (10) (11) (12) (13) (aa) tas) (16) (17) (18) 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 

Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor Perhubungan 


249.870.000,00 


193.923.107,00 


55.946.893,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan Dokumen 
RPJMD 2018 - 2023 Sektor 
Pendidikan 


377.450.000,00 


309.562.144,00 


67.887.856,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan Dokumen 
RPJMD 2018 - 2023 Sektor 
Kebudayaan 


297.500.000,00 


296.703.284,00 


796.716,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor reformasi 
birokrasi 


324.750.000,00 


317.428.173,00 


7.321.827,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor Penataan 
daerah otonom 


324.750.000,00 


322.601.642,00 


2.148.358,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 sektor Pemerintahan 
desa 


324.750.000,00 


322.309.500,00 


2.440.500,00 





Kegiatan Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 Sektor Pertanian Jawa 
Barat 


1.197.300.000,00 


1.059.114.490,00 


138.185.510,0 
0 





Penyusunan Dokumen 
Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD Tahun 
2018-2023 Sektor Dunia 
Usaha dan Investasi Jawa 
Barat 


749.400.000,00 


747.588.427,00 


1.811.573,00 





Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Kajian Persiapan 
Penyusunan RPJMD Tahun 
2018-2023 Sektor Industri 
Perdagangan, Jasa dan 
Pariwisata Jawa Barat 


749.400.000,00 


748.644.474,00 


755.526,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kajian Rencana Pendanaan 
Pembangunan dalam 
rangka persiapan 
Penyusunan RPJMD 2018- 
2023 


449.850.000,00 


436.834.403,00 


13.015.597,00 





Kegiatan Penyusunan 
Perubahan RKPD Tahun 
2017 


371.100.000,00 


368.754.000,00 


2.346.000,00 





Penyusunan Perubahan 
Rencana Kerja Bappeda 
Tahun 2017 


99.894.000,00 


99.562.100,00 


331.900,00 





Kegiatan Penyusunan 
Rencana Aksi Daerah (RAD) 
Pangan dan Gizi (PG) 


319.473.000,00 


315.443.401,00 


4.029.599,00 





Perencanaan Kebijakan 
Pembangunan Lingkup 
Bidang Pemerintahan 


1.344.523.000,00 


1.331.071.961,00 


13.451.039,00 





Kegiatan Perencanaan 
Kebijakan Pembangunan 
Lingkup Sosial Budaya 


987.823.000,00 


978.234.105,00 


9.588.895,00 





Kegiatan Perencanaan 
Kebijakan Pembangunan 
Lingkup Bidang Ekonomi 


976.000.000,00 


942.728.727,00 


33.271.273,00 





Kegiatan Perencanaan 
Kebijakan Pembangunan 
Lingkup Bidang Fisik 


1.233.278.500,00 


1.141.198.037,00 


92.080.463,00 








Kegiatan Perencanaan 
Kebijakan Pendanaan 

















1.000.000.000,00 

















979.649.817,00 

















20.350.183,00 
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Uraian 4") 


Anggaran pada Tahun Ke- 


Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- 


Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- 


Rata-rata Pertumbuhan 





2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


2013 


2014 


2015 2016 2017 


2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


Anggaran 


Realisasi 





let) 


2 


3) 


“@ 


(5) 


(9) 


() 


(8) 


Id) (10) (11) 


(12) 


(13) 


(aa) 


tas) 


(16) 


(17) 


(18) 





Pembangunan di Jawa 
Barat 





Kegiatan Penilaian Anugrah 
Penghargaan Bidang 
Perencanaan 


346.746.748,00 


346.701.748,00 


45.000,00 





Kegiatan Kajian 
Pemanfaatan Anggaran 
Kesehatan Melalui 
Provincial Health Account 
(PHA) 


308.600.000,00 


304.001.946,00 


4.598.054,00 





Kegiatan Valuasi Ekonomi 
Potensi Kewilayahan Jawa 
Barat 


1.449.000.000,00 


1.388.206.110,00 


60.793.890,00 





Kegiatan Penguatan 
Kelembagaan Pertanian 
Beririgasi 


7.199.100,00 


7.199.100,00 





Kegiatan Penyusunan 
Kebijakan Umum 
Perubahan APBD dan 
Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) Tahun 
2017 


600.000.000,00 


592.801.633,00 


7.198.367,00 





Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Kebijakan Umum 
APBD dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara 
(PPAS) Tahun 2018 


700.000.000,00 


688.215.331,00 


11.784.669,00 





Kegiatan Penyusunan 
Rencana Prioritas 
Pendanaan dari Pemerintah 
Pusat Tahun 2018 


725.000.000,00 


711.805.752,00 


13.194.248,00 





Kegiatan Penyusunan 
Formulasi Bantuan 
Keuangan Provinsi ke 
Kabupaten/Kota 


250.000.000,00 


245.520.865,00 


4.479.135,00 





Kegiatan Penyusunan 
Perencanaan Pendapatan 
Daerah Tahun 2018 


300.000.000,00 


281.189.530,00 


18.810.470,00 





Kegiatan Penyusunan 
Rencana Pengalokasian 
Anggaran Belanja Daerah 
Tahun 2018 


350.000.000,00 


344.899.048,00 


5.100.952,00 





Kegiatan Penyusunan 
Evaluasi Capaian Program 
Pembangunan Lingkup 
Bidang Sosial Budaya dan 
Bidang Pemerintahan 


500.000.000,00 


424.412.850,00 


75.587.150,00 





Kegiatan Penyusunan 
Evaluasi Capaian Program 
Pembangunan Lingkup 
Bidang Fisik dan Bidang 
Ekonomi 


500.000.000,00 


459.757.900,00 


40.242.100,00 





Kegiatan Evaluasi RPJMD 
Kab/Kota Jawa Barat 


529.100.000,00 


449.978.540,00 


79.121.460,00 





Kegiatan Kajian dan Telaah 
Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah 


809.050.000,00 


808.388.423,00 


661.577,00 





Kegiatan Kajian Potensi 
Daerah 


1.635.275.000,00 


1.609.084.670,00 


26.190.330,00 





Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Teknokratis 
Rancangan RPJMD Tahun 
2018-2023 


1.049.000.000,00 


1.036.607.791,00 


12.392.209,00 





Penyusunan Revisi RPJPD 
Tahun 2005 - 2025 


500.000.000,00 


500.000.000,00 














Program Pengembangan 
Komunikasi, Informasi, 
Media Massa dan 
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Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 
Uraian #41) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi 
(1) (2) (3) (3) (5) (6) () (8) &) (10) (11) (12) (13) (aa) tas) (16) (17) (18) 
Pemanfaatan Teknologi 
Informasi 
Publikasi Proses 
Perencanaan Pembangunan 1.367.000.000,00 1.880.000.000,00 1.335.272.145,00 1.871.970.000,00 
Melalui Media - - 31.727.855,00 8.030.000,00 - 
Pengelolaan Website 
Bappeda Jabar 100.000.000,00 299.400.000,00 99.162.000,00 298.695.000,00 - - 838.000,00 705.000,00 - 
Dokumentasi Perencanaan 
Pembangunan 200.000.000,00 197.200.000,00 - - 2.800.000,00 - - 
Pengelolaan Jendela Dunia 
Perencanaan Pembangunan 100.000.000,00 490.000.000,00 98.581.600,00 473.300.000,00 
Jawa Barat - - 1.418.400,00 16.700.000,00 - 





Pelayanan Data dan 
Informasi Hasil Analisis 
Pembangunan 


889.812.800,00 


427.700.000,00 


876.348.000,00 425.681.825,00 


sad 13.464.800,00 


2.018.175,00 





Kegiatan Pemeliharaan 
Security Sistem 
Perencanaan dan 
Penganggaran Daerah 


149.800.000,00 


127.869.683,00 


21.930.317,00 





Kegiatan Pengembangan 
Sistem Perencanaan dan 
Penganggaran Daerah 


750.000.000,00 


749.775.000,00 


225.000,00 





Kegiatan Penguatan Sistem 
Perencanaan dan 
Penganggaran Daerah 


599.500.000,00 


587.339.525,00 


12.160.475,00 





Kegiatan Pembuatan 
Aplikasi Evaluasi Dokumen 
Perencanaan 


249.900.000,00 


180.947.500,00 


68.952.500,00 





Kegiatan Pengembangan 
Sistem Informasi 
Manajemen Pekerjaan 


99.900.000,00 


99.707.500,00 


192.500,00 





Kegiatan Informasi 
Perencanaan Pembangunan 
Melalui Media Cetak 


850.000.000,00 


843.403.075,00 


6.596.925,00 





Kegiatan Informasi 
Perencanaan Pembangunan 
Melalui Media Elektronik 


899.900.000,00 


897.262.000,00 


2.638.000,00 








Program Pengembangan 
Kompetensi Aparatur 





Pengelolaan Jabatan 
Fungsional 


440.000.000,00 


500.000.000,00 


386.737.700,00 


498.087.447,00 


Ta 53.262.300,00 


1.912.553,00 





Peningkatan Kompetensi 
Sumber Daya Aparatur 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 


384.445.000,00 


390.000.000,00 


746.300.000,00 


287.277.600,00 355.987.000,00 


396.281.900,00 


- 97.167.400,00 


34.013.000,00 


350.018.100,0 


0 





Program Peningkatan 
Kesejahteraan Sumber 
Daya Aparatur 





Peningkatan Kesejahteraan 
dan Kemampuan Aparatur 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 


1.592.400.000,00 


1.317.300.000,00 


581.380.000,00 


840.842.750,00 689.897.800,00 


495.947.500,00 


#VALUE! 751.557.250,00 


627.402.200,00 


85.432.500,00 





Peningkatan Kesejahteraan 
dan Kemampuan Aparatur 
UPTB Pusdalisbang 


100.000.000,00 


91.000.000,00 


83.350.000,00 91.000.000,00 


Sa 16.650.000,00 





Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 





Penyelenggaraan 
Administrasi Perkantoran 
UPTB Pusdalisbang 


987.000.000,00 


1.457.405.000,00 


1.675.786.000,00 


951.073.700,00 1.440.964.155,00 


1.648.435.930,00 


# 35.926.300,00 


16.440.845,00 


27.350.070,00 





Penyelenggaraan 
Administrasi Perkantoran 
Terpusat Bappeda Provinsi 
Jawa Barat 


6.284.940.000,00 


5.375.000.000,00 


5.709.800.000,00 


5.928.820.582,00 5.203.659.549,00 


5.322.188.075,00 


T 356.119.418,00 


171.340.451,00 


387.611.925,0 


0 








Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 
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Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan 
Uraian """) 
2013 | 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi 
) 2) (3) (3) (5) (6) () (8) ) (10) (11) (12) (13) (aa) tas) (16) (17) (18) 
Pembangunan KLP2D 
195.000.000,00 120.512.000,00 - 74.488.000,00 - - 
Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur UPTB 1.565.876.000,00 11.149.680.000,00 827.773.000,00 826.89 1.548.884.350,00 1.829.068.500,00 
Pusdalisbang 3.000, 9.320.611.500, 827.773.000,0 
00 (826.893.000,00) 16.991.650,00 00 0 





Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 


12.735.920.000,00 


1.858.212.500,00 


12.133.794.400,00 


7.010.624.100,00 


602.125.600,00 


(5.152.411.600, 
00) 





Pembangunan Pusat 
Pengendalian dan 
Pemantauan Pembangunan 
Terpadu Jawa Barat 
(P4TJB) 


7.824.300.000,00 


1.670.000.000,00 


850.000.000,00 


1.564.619.500,00 


1.381.617.625,00 


802.306.555,00 


6.259.680.500,00 


288.382.375,00 


47.693.445,00 





Program Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 





Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Perkantoran 
Bappeda 


2.257.475.000,00 


2.175.000.000,00 


2.511.885.000,00 


2.241.185.525,00 


2.148.574.217,00 


2.481.482.663,00 


16.289.475,00 


26.425.783,00 


30.402.337,00 





Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Kantor UPTB 
Pusdalisbang 


670.800.000,00 


1.000.000.000,00 


1.082.000.000,00 


668.860.300,00 


996.088.400,00 


1.081.704.902,00 


1.939.700,00 


3.911.600,00 


295.098,00 





Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 





Pengelolaan Keuangan 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat TA. 2015 


100.000.000,00 


100.000.000,00 


150.000.000,00 


95.945.800,00 


98.435.800,00 


149.826.537,00 


4.054.200,00 


1.564.200,00 


173.463,00 





Penyusunan Rencana 
Kinerja, Evaluasi, dan 
Pelaporan Internal Bappeda 


135.000.000,00 


135.000.000,00 


250.000.000,00 


134.671.000,00 


118.590.050,00 


249.111.467,00 


329.000,00 


16.409.950,00 


888.533,00 





Program Pengembangan 
Data/Informasi/Statistik 
Daerah 





Penyusunan Data dan 
Informasi Pembangunan 
Jawa Barat Tahun 2015 


175.000.000,00 


947.310.000,00 


174.900.000,00 


922.203.000,00 


100.000,00 


25.107.000,00 





Penyusunan Kondisi 
Ketenagakerjaan Jawa 
Barat 


75.000.000,00 


297.950.000,00 


73.992.000,00 


295.667.681,00 


1.008.000,00 


2.282.319,00 





Penyusunan Kompilasi dan 
Analisis PDRB 
Kabupaten/Kota Menurut 
Lapangan Usaha 


75.000.000,00 


73.988.000,00 


1.012.000,00 





Penyusunan Kompilasi dan 
Analisis Indikator Makro 
Kabupaten/Kota 


75.000.000,00 


73.992.000,00 


1.008.000,00 





Penyusunan Data Basis IPM 
Jawa Barat 


75.000.000,00 


73.996.000,00 


1.004.000,00 





Penyusunan Indeks Gini 
Jawa Barat 


75.000.000,00 


73.996.000,00 


1.004.000,00 





Penyusunan Profil Daerah 
Jawa Barat Tahun 2015 


75.000.000,00 


74.525.000,00 


475.000,00 





Penyusunan Peta Tematik 
Pembangunan Jawa Barat 


75.000.000,00 


71.240.500,00 


3.759.500,00 





Pengukuran Indikator Skala 
Komunikasi Organisasi 


426.495.000,00 


413.375.000,00 


13.120.000,00 





Satu Data Pembangunan 
Jawa Barat 


75.000.000,00 


72.722.500,00 


2.277.500,00 





Forum Data Pembangunan 
Jawa Barat 


200.000.000,00 


1.939.050.000,00 


158.109.000,00 


1.932.498.518,00 


41.891.000,00 


6.551.482,00 





Surveillance Audit Sistem 
Manajemen Mutu ISO 
9001:2008 Untuk 
Pengelolaan Satu Data 
Pembangunan Jawa Barat 


100.000.000,00 


120.000.000,00 


99.625.000,00 


119.440.000,00 


375.000,00 


560.000,00 








Kajian Analisis 
Pembangunan Jawa Barat 











250.000.000,00 





751.800.000,00 





239.350.000,00 











247.095.500,00 





723.443.543,00 





237.566.800,00 











2.904.500,00 





28.356.457,00 





1.783.200,00 
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Pengelolaan Sistem Satu 
Data Pembangunan Jawa 


400.000.000,00 


1.397.870.000,00 


368.411.000,00 


1.388.819.900,00 
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2 2 31.589.000,00 


9.050.100,00 


Tahun 2018 - 2023 








Barat 
Pembuatan Peta Tematik 
Penggunaan Lahan DAS 


1.261.831.000,00 


1.115.814.000,00 


- - 146.017.000,00 





Citarum 
Rencana Induk Pengelolaan 
Satu Data Pembangunan 











103.200.000,00 

















102.950.000,00 

















- - 250.000,00 
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24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat 
secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap 
terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan 
yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, 
ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat. 

Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan 
sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat 
dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal 
dan sesuaidengan harapan. 

Pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan harus memenuhi 
prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud 
apabila tidak melibatkan multipihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam 
pembangunan. 

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan 
pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran 
sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan 
yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan 
masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka 
aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai 
Pemerintah yang baik. 

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada 
kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan 
adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh 
karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. 
Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan 
eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang 
yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, 


diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat 
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yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan 


fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, 


yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang 


mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. 


Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan 


adalah sebagai berikut: 


Te. 


Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat 
Daerah maupun Nasional: 

Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan yaitu pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan: 

Belum optimalnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang 
berkelanjutan: 

Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan: 

Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim 
yang perlu ditingkatkan: 

Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan masih 
perlu ditingkatkan: 


Belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya dan pembangunan kelautan. 
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BAB III 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 


31. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Bappeda 
Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kepala 
Bappeda Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Bappeda 
Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang 
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang 
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, 
yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan 
perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
perencanaan pembangunan daerah. 
Tantangan yang masih relevan dengan organisasi baru pada Tahun 2018 dan 
2019, Bappeda Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang 
berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai 
unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas 
kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem 
perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan 
tersebut meliputi : 
1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat 
fungsional: 
2. Penyediaan hasil-hasil teknokrtik/kajian/penelitian yang mendukung penyusunan 
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur: 
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah: dan 
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan 


data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan. 
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Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa 
permasalahan dan tantangan antara lain: 

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme 
perencanaan, 

2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif 

3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Provinsi 
dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah: 

4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun 
konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan 
tahunan: 

5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi 
perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal 
dari APBD: 

6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur 
Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna bakti di tahun 2018 dan kebijakan 
Nasional berkaitan dengan moratorium penerimaan ASN yang telah berlangsung 
selama 7 (tujuh) tahun: 

7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan 
daerah: 

8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta 
teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 
pembangunan. 

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk 
dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan 
tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang 
berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat mewujudkan tujuan pembangunan 


melainkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) 
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pembangunan yaitu dari kalangan pemerintah itu sendiri, pelaku usaha komonitas dan 
akademisi. Hal ini selaras dengan guna mewujudkan pembangunan jawa barat yang 
kolaboratif. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada 
hasil, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing 
daerah. 

2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk 
mencapai hasil (Program follow Result) 

3. Percepatan capaian target pembangunan melalui Rencana aksi Multi Pihak 
Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) 

4. Penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) 

5. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian 
Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan reward and punishment yang jelas. 

6. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Holistik, 


Integratif, Tematik, dan Spasial). 


3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih 

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Jawa Barat Juara 
Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, dengan Misi sebagai berikut: Misi Kesatu 
Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan 
tempat ibadah sebagai pusat peradaban: Misi kedua, Melahirkan manusia yang 
Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik 
yang inovatif: Misi Ketiga, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 
berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas 
wilayah dan penataan daerah, Misi Keempat, Meningkatkan produktifitas dan daya saing 
ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan 
kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, Misi Kelima, 
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif 


antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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Misi pertama, memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berketuhanan, 
berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran meningkatnya 
keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi. 

Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan 
Masyarakat, dengan sasaran a). Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan 
Jangkauan Pelayanan Kesehatan: b). Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk: 
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak: Meningkatnya 
Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, 
Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional: 
Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan: Menurunnya Tingkat Pengangguran: 
Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal: — Terwujudnya 
Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial. 

Misi Ketiga, memilik 2 (dua) tujuan, yaitu : (1) Terwujudnya percepatan 
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan: dan (2) Meningkatnya 
daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Tujuan Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 
yang berkelanjutan, dengan sasaran: a) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang 
mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke 
pelosok: b) Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat 
perekonomian: c) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa: 
dan d) Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan. Adapun 
tujuan Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: a) 
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim 
untuk kesejahteraan masyarakat, b) Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang 
produktifitas ekonomi dan domestik, c) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. 

Misi Keempat, memiliki tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: a). 
Jawa Barat sebagai daerah pertanian Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk 
mencapai kedaulatan pangan: b) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi inklusif: c) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas 


perekonomian Jawa Barat: d) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. 
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Misi Kelima, memiliki tujuan Terwujudnya good governance dan whole of 
government, dengan sasaran: a) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang 
smart, bersih dan akuntabel: b) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, 
provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan 
integratif. 

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang 
Urusan Pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan 
tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola 


Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah 


Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota” 


Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi Jawa 


Barat, sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan 


Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut tabel dibawah ini: 


Tabel.3.1. 


Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan 





























Wakil Kepala Daerah 
Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi 
No | Misi dan Program Permasalahan Faktor 
KDH dan Wakil Pelayanan Perangkat Penghambat Pendorong 
KDH terpilih Daerah 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 | Misi 5: 1. Kurangnya SDM Belum Penggunaan IT 
Mewujudkan Tata perencana optimalnya yang telah 
Kelola 2. Kurangnya akurasi keselarasan terintegrasi 
Pemerintahan Yang perencanaan dan perencanaan Motivasi kerja 
Inovatif dan data kinerja pembangunan yang kuat 
Kepemimpinan 3. Belum ada dengan pola 
Yang Kolaboratif ketentuan spasial kerja yang 
Antara Pemerintah yang lebih detail sistemik dan 
Pusat, Provinsi dan untuk melakukan terjadwal. 
Kabupaten/Kota perencanaan Pelaksanaan 

diklat teknis 
terkait 
perencanaan 
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3.3.  Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda 

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan 
penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Adapun Telaahan Keterkaitan Sasaran 
Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel: 

2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan 
bersih. 

Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka 
regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. 
Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda 
Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya 
adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan 
tingkat nasional, diantaranya adalah: 

a. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, 
pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, 
aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, 
hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, 
kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

b. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, 
pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, 
politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, 
perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi 
nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, 
pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya 
penyiapan kawasan industry: kawasan ekonomi khusus: kota baru: insentif 
ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif. 

C. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di 


bidang terkait. 
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Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan 
kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk: (1) 
Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan: (2) 
Memperkuat proses perencanaan secara evidence based: (3) Memperkuat kapasitas SDM 
dalam ranah perencanaan dan penganggaran: (4) Memetakan kapasitas SDM untuk 
mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan 
Bappenas: (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, (6) Memperkuat 
system data dan informasi: (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran: 
(8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan, (9) Mendorong perubahan pola 
pikir dan budaya: dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan 
daerah. 

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan 
strategi diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi 
dan pengendalian: (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi: (3) 
mengembangkan system data dan informasi: (4) meningkatkan kapasitas perencana 
dalam pengembangan tools atau instrument, (5) meningkatkan sosialisasi tools dan 
instrument terhadap pelaku pembangunan lain: (6) memperkuat sinkronisasi system 
penyusunan RKP dan Renja K/L: dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah. 
Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang 
terkait dengan daerah diarahkan untuk: (1) Membangun hubungan yang efektif: (2) 
Memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi 
dan pengendalian, (3) Sinkronisasi pembangunan lintas wilayah, (4) Sinkronisasi system 
data dan informasi antar wilayah, (5) Analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar 
wilayah, 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan 
dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah: (7) Meningkatkan kapasitas perencana 
dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah, dan 8). 
Meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah. Arah 
kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta kota 
dalam penyusunan arah kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada 


setiap program dan kegiatan pembangunan. 
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Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat: 

2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana 
yang telah disusun sebelumnya: 

3. Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan 


akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan. 


Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan 


melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya. 


34. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Bappeda Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan perumusan koordinasi 
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan 
rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan 
disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang 
mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah 
Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 memuat 
pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 
ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana 
kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program 
pemanfataan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan 
dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan 
RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan 
pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan). 

Keselarasan tugas dan fungsi Bappeda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis 


penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan 
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koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata 
ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam 
mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran 
penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang 
investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, 
serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa 
Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing 
menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Penyelenggaraan koordinasi 
mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang 
dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappeda dalam 
menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan 
ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Jawa Barat diinternalisasikan 
dalam kebijakan kawasan lindung 45Y6 dari luas Jawa Barat. Selain itu, beberapa program 
provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen 
Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global 
menjadi tugas tambahan Bappeda terkait aspek lingkungan hidup. Tugas dan fungsi 
Bappeda dalam koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memastikan, 
mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani 
permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Bappeda dalam pelaksanaan 
pembangunan yang berkelanjutan. 

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan 
menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta 
infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas 
ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas Bappeda dalam 
perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional 
(PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan 
sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan 
yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena 
metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong 


perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan 
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perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan 
kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi 
perhatian Bappeda dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke 
depan. 


3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 
Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra 
sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan 
fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian 
akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan 
teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, 
pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang 
perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis, sebagai berikut: 
1. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Wilayah Antar Sector Dan Tingkat 
Pemerintahan: 
2. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan: 
3. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Dalam Bidang Perencanaan 
Pembangunan: 
4. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Untuk Kebijakan Perencanaan Dan 


Pengendalian Pembangunan 
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA 


Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan 
sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka 
dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018-2023 yang menjadi tugas 
Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang 
perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan 


pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. 
4.1 Tujuan 


Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan 
pembangunan, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah: 
Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. 


4.2 Sasaran 


Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu 


Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan. 


Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu 
indikator pertama, tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang 
merupakan core business Bappeda dan indikator kedua, tingkat pemenuhan dukungan 


manajemen perkantoran. 


Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta 


indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Indikator Target Kinerja 
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran” Satuan 
Sasaran” 2018 (2019 2020 2021/2022 | 2023 
W 2?) 3 (63) (5) (68) 
Memantapkan | Tingkat Konsistensi Optimaliasi Tingkat persen | 75 80 85 90 95 100 
Kualitas Perencanaan Kinerja Konsistensi 
Perencanaan | Pembangunan Jawa Perencanaan Perencanaan 
Pembangunan | Barat Pembangunan Pembangunan 
Jawa Barat. Jawa Barat 
Terpenuhinya Tingkat persen | 100 100 100 | 100 100 100 
dukungan pemenuhan 
manajemen dukungan 
perkantoran manajemen 
perkantoran 
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BAB V 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 


Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Barat 
selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka 


menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. 


Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang 
pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan 
lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan 
rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran 


yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program 


Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah 
dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau 
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada 
dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna 
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda 


Provinsi Jawa Barat. 


Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Barat memperhatikan tugas 
dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang merumuskan 
perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi 
internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam 
lingkup provinsi, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, 
pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas tersebut diwujudkan 
melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi 
perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. 
Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan 


tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan. 
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Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Barat mengacu pada tugas dan fungsi 
setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan 
Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. 


Gambar 5.1 


Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Jawa Barat 


1. TUGAS UTAMA BAPPEDA 4. SASARAN 
Optimaliasi Kinerja 
Melaksanakan fungsi Paramcamaan 
penunjang urusan 
pemerintahan bidang Pembangunan 
perencanaan, meliputi 
perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah, P 
pemerintahan dan 
pembangunan manusia, 
perekonomian dan sumber 
daya alam serta 
infrastruktur dan 
kewilayahan, yang menjadi 
kewenangan Daerah 
Provinsi, 
menyelenggarakan tugas 
dekonsentrasi dan 
melaksanakan tugas 
pembantuan sesuai bidang 
tugasnya berdasarkan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 


Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun 





mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Dalam rancangan awal Renstra Bappeda Provinsi 


Jawa Barat Tahun 2018-2023. 
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Tabel 5.1. 


Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 


Tahun 2018 - 2023 























No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 
1 2 3 4 5 
1 | 1| Memantapkan 11 | Optimalisasi 1.1.1 | Meningkatkan 111.1 | Jumlah Dokumen 
Kualitas Kinerja konsistensi RKPD Kajian/Analisis/Rumus 
Perencanaan Perencanaan dengan RPJMD an/ Pedoman Aspek 
Pembangunan Pembangunan dan Renstra Perekonomian dan 
Jawa Barat Perangkat Daerah Sumber Daya Alam 
lingkup Bidang 
Perekonomian dan 
Sumber Daya 
Alam 
1.1.1.2 | Jumlah Dokumen 
Laporan Lingkup 
Bidang Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam 
1.1.2 | Meningkatkan 11.21 | Jumlah 
kesesuaian Dokumen/Kajian/Anali 
prioritas sis/Rumusan 
pembangunan perencanaan 
Kabupaten/Kota pembangunan aspek 
dengan Provinsi Perekonomian dan 
Jawa Barat Sumber Daya Alam 
Lingkup Bidang 
Perekonomian dan 
Sumber Daya 
Alam 
1.1.2.2 | Jumlah Peraturan 
Gubernur Ekonomi 
Umat 
1.1.3 | Meningkatkan 11.31 | Jumlah Dokumen 
konsistensi RKPD Kajian/Analisis/Rumus 
dengan RPJMD an/ Pedoman Aspek 
dan Renstra Infrastruktur dan 
Perangkat Daerah Kewilayahan 
lingkup Bidang 




















Infrastruktur dan 


Kewilayahan 
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No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 
1 2 3 4 5 
Jumlah Dokumen 
Laporan Lingkup 
Bidang Infrastruktur 
dan Kewilayahan 
1.1.4 | Meningkatkan 11.41 | Jumlah 
kesesuaian pengadaan/pengemban 
prioritas gan aplikasi 
pembangunan perencanaan 
Kabupaten/Kota pembangunan berbasis 
dengan Provinsi IT 
Jawa Barat 
Lingkup Bidang 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
1.1.4.2 | Jumlah Dokumen 
Kajian/Analisis/Rumus 
an/ Pedoman Aspek 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
1.1.4.3 | Jumlah Dokumen 
Kajian/Analisis/Rumus 
an/ Pedoman Aspek 
Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
Jumlah Peraturan 
Daerah Revisi RTRW 
Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2009-2029 
1.1.5 | Meningkatkan 11.51 | Jumlah Keputusan 
konsistensi RKPD Gubernur lingkup 
dengan RPJMD Pemerintahan dan 
dan Renstra Pembangunan Manusia 
Perangkat Daerah 
lingkup Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 
Manusia 
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No 


Tujuan 


Sasaran 


Strategi 


Kebijakan 





4 


5 





Jumlah Dokumen 
Laporan lingkup 
Pemerintahan dan 


Pembangunan Manusia 






































1.1.6 | Meningkatkan 11.61 | Jumlah Dokumen 
kesesuaian Kajian/Analisis/Rumus 
prioritas an/ Pedoman Aspek 
pembangunan Pemerintahan dan 
Kabupaten/Kota Pembangunan Manusia 
dengan Provinsi 
Jawa Barat 
Lingkup Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 
Manusia 

1.1.6.2 | Jumlah Dokumen 
Laporan lingkup 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

1.1.6.3 | Jumlah 
pengadaan/pengemban 
gan aplikasi 
perencanaan 
pembangunan berbasis 
IT 
Jumlah Dokumen 
Laporan lingkup 
Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 

1.1.7 | Meningkatkan 11.71 | Jumlah 
kesesuaian pengadaan/pengemban 
dokumen gan aplikasi 
Perencanaan perencanaan 
dengan pembangunan berbasis 
Pelaksanaan IT 
Pembangunan 
Daerah 

1.1.7.2 | Jumlah Dokumen 











Perencanaan Kab/Kota 
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No 


Tujuan 


Sasaran 


Strategi Kebijakan 





4 5 





yang dievaluasi 





1.1.7.3 | Jumlah Dokumen 
Evaluasi dan estimasi 
kegiatan APBD Provinsi 


Jawa Barat 





Jumlah Dokumen 
laporan pelaksanaan 
APBD Provinsi Jawa 
Barat 





Jumlah dokumen 
evaluasi pelaksanaan 
APBD Provinsi Jawa 
Barat 





1.1.8 | Meningkatkan 11.81 | Jumlah 

ketersediaan pengadaan/pengemba 
dokumen ngan aplikasi 
perencanaan perencanaan 
pembangunan pembangunan 


daerah berbasis IT 




















1.1.8.2 | Jumlah koordinasi dan 
verifikasi perencanaan 
bidang/sektoral 





1.1.8.3 | Jumlah koordinasi 
pendanaan APBN 
(Dekon, TP, UB) dan 
pengelolaan CSR 





1.1.9 | Meningkatkan 11.91 | Jumlah koordinasi dan 
Partisipasi Publik verifikasi perencanaan 
terhadap Proses bidang/sektoral 

Perencanaan 





1.1.9.2 | Jumlah koordinasi 
pendanaan APBN 
(Dekon, TP, UB) dan 
pengelolaan CSR 








11.10 | Meningkatkan 11.101 | Jumlah koordinasi dan 
kesesuaian verifikasi perencanaan 
Perencanaan dan bidang/sektoral 


Penganggaran 
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No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 
1 2 3 4 5 
1.1.10.2 | Jumlah Koordinasi 
TAPD penyusunan 
APBD Murni dan 
Perubahan, 
Penyusunan Perda 
APBD Murni dan 
Perubahan 
11.11 | Meningkatkan 11.111 | Jumlah dokumen 
ketersediaan Data analisis pembangunan 
dan Informasi daerah 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
1.1.11.2 | Jumlah Dokumen 
laporan pelaksanaan 
APBD Provinsi Jawa 
Barat 
11.12 | Meningkatkan 11.121 | Jumlah media 
Pemenuhan komunikasi publik dan 
Sarana dan sistem aplikasi berbasis 
Prasarana Kerja di IT yang digunakan 
Badan dalam proses 
Perencanaan perencanaan 
Pembangunan pembangunan 
Daerah 
11.13 | Meningkatkan 11.131 | Jumlah kerjasama 
ASN yang memiliki diklat SDM Perencana 
kesesuaian dengan lembaga diklat 
kompetensi di dalam dan luar negeri 
Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
1.1.16 | Meningkatkan 11.161 | Jumlah dokumen mutu 




















Perencanaan dan 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan yang 


tepat waktu dan 








penyusunan RKPD 


Provinsi Jawa Barat 
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No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 
1 2 3 4 5 
sesuai peraturan 
Perundang- 
undangan di 
Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
1.1.16.2 | Jumlah 
Penyelenggaraan 
Forum Perencanaan 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 
1.1.16.3 | Jumlah Dokumen LKPJ 
Gubernur Akhir Tahun 
Anggaran 2018 
1.1.16.4 | Jumlah Dokumen 
Perencanaan Tahunan 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 
1.1.16.5 | Jumlah koordinasi dan 
sosialisasi sekretariat 
fungsional perencana 
di Bappeda dengan 
fungsional perencana 
11.17 | Persentase 11.171 | Jumlah pelaporan 




















ketersediaan data 
Kinerja Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 


Daerah 








pelaksanaan APBD 
Bappeda 
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BAB VI 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 


Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai 
tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan 
kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan merupakan penjabaran 
lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, 
sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 
mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah 


ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 


Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran 
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara 
khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau 
tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja 
input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan 


kegiatan. 


Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Provinsi Jawa Barat 


tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1. 
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TABEL 6.1 
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 































































































Indikator Data Capaian TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 
Hak Naa H Unit Kerja 
Kinerja Tujuan, Kondisi Kinerja pada akhir Perangkat 
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran,Program Satuan 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 periode Renstra Perangkat Hb 
(outcome) dan Daerah : 
Kegiatan (output) Penanggung-jawab 
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Memantapkan Kualitas Perencanaan Optimalisasi Kinerja Perencanaan Tingkat konsistensi perencanaan Persen nja nila 80 53.351.004.211 85 108.360.668.126| 90 48.743.253.332 95 54.552.578.638 100 51.784.936.487 100 315.493.780.578| Bappeda Provinsi Jawa 
Pembangunan Jawa Barat Pembangunan Daerah pembangunan Jawa Barat Barat 
3.01.01.02.176 1 | Program Sinkronisasi Perencanaan 1 (Persentase sasaran, program dan Persen 70 73 75 2.799.999.815) 80 1.300.214.165| 85 2.200.000.121 90 3.050.000.121 95 3.355.000.133 95 12.705.214.355| Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Daerah Lingkup Bidang kegiatan RKPD yang konsisten Sumber Daya alam 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD dan Renstra 
Perangkat Daerah lingkup Bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam 
1 | Perencanaan Kebijakan Pembangunan 1 (Dokumen Sinkronisasi Program pada Persen 70 73 75 2.799.999.815) 80 1.300.214.165| 85 2.200.000.121 90 3.050.000.121 95 3.355.000.133 95 12.705.214.355 
Lingkup Bidang Ekonomi Forum Perencanaan Pembangunan 
Lingkup Bidang ekonomi 
2 |Tingkat kesesuaian prioritas Persen 70 73 75 2.524.849.514| 80 1.533.968.594) 85 6.400.000.000 90 3.350.000.000) 95 3.300.000.000 95 16.655.829.060 
pembangunan Kabupaten/Kota 
dengan Provinsi Jawa Barat 
Lingkup Bidang Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam 
2 | Pengendalian dan evaluasi program 2 | Dokumen pengendalian dan evaluasi Persen 70 73 0 0 80 1.080.979.334 85 750.000.000 90 850.000.000) 95 750.000.000 95 3.430.979.334 
pembangunan Lingkup Bidang program pembangunan sektor 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam pertanian, kehutanan, kelautan dan 
perikanan 
3 | Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai 3 | Dokumen Ekonomi Syariah Sebagai Persen 70 73 100 599.999.992| 0 0 0 0 0 0 0 0 100 600.000.000) 
Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru Jawa Sumber Pertumbuan Ekonomi Baru 
Baratdan Implementasi Pada Jawa Baratdan Implementasi Pada 
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 
4 | Kajian pembangunan sentra Usaha Kecil 4 | Dokumen Kajian pembangunan Persen 70 73 0 0 0 0 100 750.000.000 0 0 0 0 100 750.000.000) 
ekonomi kreatif sentra Usaha Kecil ekonomi kreatf 
5 | Analisis kebijakan revitalisasi daya saing 5 | Dokumen Analisis kebijakan Persen 70 73 0 0 0 0 0 0 0 0 100 750.000.000 100 750.000.000) 
KUK berbasis digital di Jawa Barat revitalisasi daya saing KUK berbasis 
digital di Jawa Barat 
6 | Background studi sektor dunia usaha, 6 | Dokumen Background studi sektor Persen 70 73 0 0 0 0 100 800.000.000 0 0 0 0 100 800.000.000) 
investasi dan BUMD dunia usaha, investasi dan BUMD 
7 | Background studi lingkup bidang 7 | Dokumen Background studi lingkup Persen 70 73 0 O 0 0 0 0 100 750.000.000) 0 0 100 750.000.000) 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam bidang Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam 
8 | Penyusunan Rencana Pangan Provinsi 8 | Dokumen Rencana Pangan Provinsi Persen 70 73 100 1.324.999.796| 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.325.000.000) 
Jawa Barat Jawa Barat 
9 | Background studi sektor pertanian, 9 | Dokumen Grand Design Persen 70 73 0 0 0 0 100 1.500.000.000 0 0 0 0 100 1.500.000.000) 
kehutanan, kelautan dan perikanan pengembangan pertanian, kehutanan, 
kelautan dan perikanan 
10 | Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi 10 | Dokumen Ekonomi Outook Persen 70 73 80 599.849.726| 80 452.989.260) 85 900.000.000 90 900.000.000) 95 900.000.000 95 3.299.849.726) 
Outiook 
11 | Background studi sektor Industri, 11 | Dokumen Background studi sektor Persen 70 73 0 O| 0 0 100 900.000.000 0 0 0 0 100 900.000.000) 
Perdagangan dan Pariwisata Industi, Perdagangan dan Pariwisata 
12 | Pengendalian dan evaluasi program 12 | Dokumen pengendalian dan evaluasi Persen 70 73 0 0 0 0 85 800.000.000 90 850.000.000) 95 900.000.000 95 2.550.000.000) 
pembangunan sektor pariwisata, industri program pembangunan sektor 
dan perdagangan pariwisata, industri dan perdagangan 
3.01.01.03.177 2 | Program Sinkronisasi Perencanaan 1 (Persentase sasaran, program dan Persen 70 73 75 2.273.163.763) 80 1.526.318.572) 85 2.659.766.707 90 3.125.743.378) 95 3.438.317.716 95 13.023.310.136| Bidang Infrastruktur dan 
Pembangunan Daerah Lingkup Bidang kegiatan RKPD yang konsisten Kewilayahan 
Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD dan Renstra 
Perangkat Daerah lingkup Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 
13 | Perencanaan Pengembangan Kebijakan 13 | Dokumen Sinkronisasi Program pada Persen 70 73 75 2.273.163.763) 80 1.526.318.572| 85 2.659.766.707 90 3.125.743.378| 9 3.438.317.716 95 13.023.310.136 
Pembangunan Lingkup Bidang Inastuktur Forum Perencanaan Pembangunan 
dan Kewilayahan Lingkup Bidang Infastuktur dan 
Kewilayahan 
2 |Tingkat kesesuaian prioritas Persen 70 73 75 3.985.625.662| 80 2.065.515.973| 85 3.950.496.354 90 4.950.545.989| 95 2.582.700.588 95 19.106.056.998 
pembangunan Kabupaten/Kota 
dengan Provinsi Jawa Barat 
Lingkup Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 
14 | Legalisasi Revisi RTRW Provinsi Jawa 14 | Perda Revisi RTRW Provinsi Jawa Persen 80 85 100 774.833.970) 0 0 0 0 0 0 0 0 100 775.000.000) 
Barat Tahun 2009 - 2029 Barat Tahun 2009-2029 
15 | Penyusunan Petunjuk Operasional RTRW | 15 | Dokumen Petunjuk Operasional Revisi Persen 70 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1.624.988.087 
Provinsi Jawa Barat Tahun 20092029 RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 
2009-2029 
16 | Sosialisasi Petunjuk RTRW Provinsi Jawa | 16 | Berita Acara Sosialisasi Revisi RTRW Persen 70 73 0 0 0 0 100 1.787.486.896 0 0 0 0 100 1.787.486.896) 
Barat Tahun 2009-2029 Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 
17 | Analisis Tutupan Lahan Provinsi Jawa 17 | Dokumen Analisis Tutupan Lahan Persen 70 73 0 0 0 0 0 0 100 1.966.235.585| 0 0 100 1.966.235.585| 
Barat Provinsi Jawa Barat 
18 | Evaluasi Pelaksanaan Revisi RTRW 18 | Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Persen 70 73 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2.162.859.144 100 2.162.859.144| 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2009-2029 
19 | Pengelolaan Sistem kigasi Partisipatif di 19 | Dokumen Rencana Aksi/ Persen 70 73 80 800.000.000) 85 708.634.750 90 990.000.000 95 1.089.000.000) 0 0 95 3.587.634.750) 
Provinsi Jawa Baratmelalui Program implementasilevaluasi Pelaksanaan 
IPDMP Program IPDMIP di Jawa Barat 
20 | Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan 20 | Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Persen 70 73 100 2.110.834.100) 0 116.533.590 0 0 0 0 0 0 100 3.267.500.000) 
Pembangunan Inirastuktur Pembangunan pada Lingkup Bidang 
Fisik yang handal 
21 | Pengelolaan Sistem Informasi 21 | Dokumen Pengelolaan Sistem Persen 70 73 0 O 0 0 85 150.000.000 90 150.000.000 95 150.000.000 95 450.000.000| 
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Informasi Perencanaan 
Pembangunan Infastuktur 













































































Data Capaian 


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 































































































Indikator Unit Kerja 
Kinerja Tujuan, Kondisi Kinerja pada akhir Bale 
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran,Program Satuan 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 periode Renstra Perangkat Daerah 
(outcome) dan Daerah 2 
Kegiatan (output) Penanggung-jawab 
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 
22 | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-| 22 | Dokumen PEP RAD GRK Persen 70 3 75 299.957.592 80 146.233.638) 85 223.009.458 90 245.310.404 9 269.841.444 95 1.184.352.536 
GRK Provinsi 
23 | Background studi sektor Infrastuktur, 23 | Dokumen Background studi sektor Persen 70 33 0 O| 0 O| 100 800.000.000 0 O| 0 0 100 800.000.000 
Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Inrastuktur, Perumahan dan 
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Permukiman, Tata Ruang, 
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 
Alam 
24 | Background studi Lingkup Bidang 24 | Dokumen Background studi Lingkup Persen 70 33 0 O| 0 0 0 0 100 750.000.000 0 0 100 750.000.000 
Infrastuklur dan Kewilayahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 
25 | Background studi Lingkup Bidang 25 | Dokumen Background studi Lingkup Persen 70 73 0 O 0 0 0 ol 100 750.000.000 0 al. t00 750.000.000 
Intastuktur dan Kewilayahan Bidang Intastuktur dan Kewilayahan 
26 | Finalisasi legalisasi raperda tentang 26 | Perda Revisi RTRW Provinsi Jawa 0 0 0 1.094.113.995 0 0 0 O| 0 0 0 O| 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Barat Tahun 2009-2029 
Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 
3.01.01.04.178 3 | Program Sinkronisasi Perencanaan 1 | Persentase sasaran, program dan Persen 70 73 75 2.999.977.086) 80 2.281.735.897 85 3.850.000.000 El 4.235.000.000) 95 4.658.500.000 95 18.025.212.983| Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Daerah Lingkup Bidang kegiatan RKPD yang konsisten Pembangunan Manusia 
Pemerintahan dan Pembangunan dengan RPJMD dan Renstra 
Manusia Perangkat Daerah lingkup Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 
27 | Perencanaan Kebijakan Pembangunan 27 | Kepgub dan Dokumen Perencanaan Persen 70 73 75 2.999.977.086) 80 2.281.735.897 | 85 3.850.000.000 9 4.235.000.000) 9 4.658.500.000 95 18.025.212.983 
Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Pembangunan Daerah Lingkup 
Budaya Bidang Pemerintahan dan Sosial 
Budaya tahun 2020 
2 |Tingkat kesesuaian prioritas Persen 70 3 75 4.690.985.639| 80 5.114.319.500) 85 5.082.990.000 9 8.591.289.000) 95 6.650.417.900 95 21. 13158439) 
pembangunan Kabupaten/Kota 
dengan Provinsi Jawa Barat 
Lingkup Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
28 | Perencanaan Kerjasama Pembangunan | 28 | Dokumen Perencanaan Kerjasama Persen 70 73 75 949.998.318 80 599.821.500 85 935.000.000 el 1.028.500.000 95 1.131.350.000 95 4.644.669.818) 
Jawa Barat Pembangunan Jawa Barat 
29 | Pencapaian Tujuan Pembangunan 29 | Dokumen Laporan RAD TPB/SDGS Persen 70 73 75 899.999.258| 80 743.885.800) 85 1.089.990.000 90 1.198.989.000) 95 1.318.887.900 95 5.251.751.958 
Berkelanjutan/Sustainable Development Provinsi Jawa Barat 
Goals (TPB/SDGS) di Provinsi Jawa Barat 
30 | Tim Koordinasi Penanggulangan 30 | Dokumen Laporan Penyelenggaraan Persen 70 73 75 1.249.996.375 80 917.333.000 85 1.375.000.000 9 1.512.500.000 95 1.663.750.000 95 6.718.579.375) 
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat- Penanggulangan Kemiskinan di Jawa 
RTM Barattahun 2020 
31 | Komda Lansia 31 | Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Persen 70 3 75 690.999.743 80 436.435.600 85 660.000.000 90 726.000.000 9 798.600.000 95 3.312.035.343) 
Komda Lansia se-Jawa Barattahun 
2019 
32 | Perencanaan Pembangunan Desa di 32 | Dokumen Perencanaan Persen 80 300.000.000 0 0 85 363.000.000 9 399.300.000 95 439.230.000 95 1.501.530.000 
Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Pembangunan Desa di Wilayah 
Perbatasan Provinsi Jawa Barat 
33 | Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui 33 |Aplikasildokumen Pengelolaan Data Persen 70 3 100 599.991.945 0 347.768.000 0 0 0 0 yi) 0 100 599.991.945 
Aplikasi Jabar Net Pro Poor - RTM Kemiskinan Melalui Aplikasi Jabar Net 
Pro Poor 
34 | Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Sehat | 34 | Dokumen AD GERMAS Provinsi Jawa Persen 70 73 0 O| 0 0 85 380.000.000 9 363.000.000 95 399.300.000 95 1.092.300.000 
(GERMAS) Provinsi Jawa Barat Barat Tahun 2021 
35 | Tim Koordinasi Daerah Pangan dan Gizi | 35 | Dokumen Pencapaian RAD Pangan Persen 70 73 0 O| 0 O| 85 330.000.000 9 363.000.000 95 399.300.000 95 1.092.300.000) 
Provinsi Jawa Barat dan Gizi Provinsi Jawa Barat Tahun 
2021 
36 | Penyusunan Pemetaan dan Roadmap 36 | Dokumen Pemetaan dan Roadmap Persen 70 3 0 0 80 367.709.000 0 0 0 O| 100 500.000.000 100 500.000.000 
Kerjasama Pembangunan Wilayah Kerjasama Pembangunan Wilayah 
Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah 
2023-2028 2023-2028 
37 | Backgroundstudy RPJMD Jawa Barat 37 | Dokumen Backgroundstudy RPJMD Persen 70 3 ji) O| 0 O| 0 0 100 1.000.000.000 yi) 0 100 1.000.000.000 
Tahun 2023-2028 Ruang Lingkup 2023-2028 Ruang Lingkup 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pemerintahan dan Pembangunan 
4 Manusia | 
38 | Backgroundstudy RPJMD Jawa Barat 38 | Dokumen Backgroundstudy RPJMD Persen 70 73 0 0 0 0 0 0 100 1.000.000.000 0 0 100 1.000.000.000 
Tahun 2023-2028 Ruang Lingkup 2023-2028 Ruang Lingkup 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pemerintahan dan Pembangunan 
1 Manusia II 
39 | Backgroundstudy RPJMD Jawa Barat 39 | Dokumen Backgroundstudy RPJMD Persen 70 73 0 0 0 0 0 0 100 1.000.000.000 0 0 100 1.000.000.000 
Tahun 2023-2028 Ruang Lingkup 2023-2028 Ruang Lingkup 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pemerintahan dan Pembangunan 
UI Manusia II! 
40 | Pengembangan Wilayah Jawa Barat 40 | Dokumen Pengembangan Wilayah 0 O| 85 479.562.600 0 0 0 O| 0 0 0 O| 
Bagian Selatan Jawa Barat Bagian Selatan 
41 |Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan 41 | Dokumen Pembangunan Kawasan yi) O| 85 178.500.000) 0 0 0 O| 0 0 0 O| 
Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa Barat Perdesaan (TKPKP) Provinsi Jawa 
Barat 
42 | Rencana Aksi Pengembangan SMK di 42 | Dokumen Rencana Aksi 0 O| 85 347.768.000 0 0 0 0 0 0 0 O| 
Jawa Baratdengan Inovasi dan Kolaborasi Pengembangan SMK di Jawa Barat 
dengan Inovasi dan Kolaborasi 
43 | Perencanaan Sekolah Terpadu di Jawa 43 | Dokumen Perencanaan Sekolah 0 O| 85 347.768.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barat Terpadu di Jawa Barat 
44 | Grand Design Pembangunan 44 1 Dokumen Grand Design 0 O| 85 347.768.000 0 0 0 O| 0 0 0 O| 
Kependudukan Jawa Barat Tahun 2020- Pembangunan Kependudukan Jawa 
2030 Barat Tahun 2020-2030 
3.01.01.05.174 4 | Program Pengendalian dan Evaluasi 1 | Persentase Kesesuaian dokumen Persen 70 75 80 9.009.289.523| 85 7.832.994.225) 90 6.350.000.150 9 9.100.000.150) 100 6.350.000.150 100 38.642.284.198| Bidang Perencanaan, 
Pembangunan Daerah Perencanaan dengan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah 
45 | Penyusunan Evaluasi RPJPD Provinsi 45 | Dokumen Evaluasi RPJPD tahun 2005 Persen 70 75 0 0 0 0 0 0 100 2.000.000.000) 0 0 100 2.000.000.000) 
Jawa Barat2005-2025 “2025 













































































Data Capaian 


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 
































































































































Indikator Unit Kerja 
Kinerja Tujuan, Kondisi Kinerja pada akhir ESA Ala 
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran,Program Satuan 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 periode Renstra Perangkat ng 
(outcome) dan Daerah 2 
Kegiatan (output) Penanggung-jawab 
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 
46 | Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat 46 | Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun Persen 70 15 0 O| 85 562.288.665 0 0 95 750.000.000 yi) 0 85 1.312.288.665 
20182023 2018-2023 
47 | Penyusunan Evaluasi Triwulanan 47 | Dokumen Evaluasi RKPD Persen 70 15 0 O| 80 381.299.665 85 500.000.000 9 500.000.000 » 500.000.000 95 1.881.299.665 
48 | Pengendalian dan Monitoring kegiatan 48 | Dokumen Laporan Monitoring Persen 70 15 80 1.599.999.356 85 1.197.278.465 90 1.500.000.050 95 1.500.000.050 100 1.500.000.050 100 7.297.277.971 
APBD Provinsi Jawa Barat Pembangunan Daerah 
49 | Pengembangan Sistem Monitoring dan 49 | Dokumen Pengembangan Aplikasi E- Persen 70 75 80 536.457.875 85 248.034.050 90 300.000.100 9 300.000.100 100 300.000.100 100 1.684.492.225 
Evaluasi (Monev) Jawa Barat Monev 
50 | Pengembangan Sistem Performance 50 | Dokumen Pengembangan Sistem Persen 70 75 80 249.999.950 85 211.719.980 90 250.000.000 9 250.000.000 100 250.000.000 100 1.211.719.930 
ManagementSystem Periormance Management System 
51 | Pengelolaan Sistem Monitoring , Evaluasi, | 51 | Dokumen Pelaporan Pengendalian Persen 70 75 80 1.199.999.697 85 1.144.685.405 90 1.500.000.000 9 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 6.844.685.102) 
Pengawasan, Realisasi Anggaran Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa 
(Sismontepra) Barat 
52 | Monitoring ProyekProyek Strategis Jawa 52 | Dokumen Laporan Monitoring Proyek. Persen 70 15 0 0 80 2.977.263.745) 85 1.500.000.000 90 1.500.000.000 9 1.500.000.000 95 1.477.263.745) 
Barat Tahun 2020 Strategis Jawa Barat 
53 | Penyusunan Pelaporan pelaksanaan 53 | Dokumen pelaporan DAK, Dekon, TP Persen 70 15 0 O| 80 217.477.835 85 300.000.000 90 300.000.000 5 300.000.000 95 1117.77.835 
pembangunan bersumber NonAPBD dan UB 
54 | Penyusunan Evaluasi Pembangunan 54 | Dokumen laporan evaluasi kinerja Persen 70 15 0 O| 80 892.946.415 85 500.000.000 90 500.000.000 9 500.000.000 95 2.392.946 415) 
Kabupaten/Kota pembangunan kabupaten/kota 
55 | Kegiatan Sinergi Perencanaan Dan 55 | Dokumen SinergitasPerencanaan Persen 70 15 80 2.328.485.962) 0 0 0 0 0 O| 0 0 80 2.328.485.962) 
Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Pendanaan 
Daerah Pembangunan Daerah 
56 | Evaluasi dan Esimasi Kegiatan APBD 56 | Dokumen Evaluasi dan Estimasi Persen 70 75 80 500.000.000 0 0 0 0 0 O 0 0 80 500.000.000 
Provinsi Jawa Barat Kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat 
57 | Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan | 57 | Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Persen 70 15 80 2.594.346.683) 0 O| 0 0 0 O| ji) 0 80 2.594.346.683) 
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 
3.01.01.05.175 5 | Program Perencanaan Pembangunan 1 | Persentase ketersediaan dokumen Persen 100 100 100 13.111.883.488 100 7.909.794.820) 100 7.900.000.000 100 7.800.000.000) 100 9.100.000.000 100 45.821.678.308) 
Daerah perencanaan pembangunan 
daerah 
58 | Penyusunan perubahan Rencana 58 | Dokumen Rancangan/Perda Persen 100 100 0 O| 100 440.431.500 100 600.000.000 0 O| 0 0 100 1.040.431.500 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 
Tahun 20182023 
59 | Penyusunan Teknokratk RPJMD Tahun 59 | Dokumen Teknokratk RPJMD Tahun Persen 100 100 0 O| 0 O| 0 0 100 500.000.000 0 0 100 500.000.000 
2023-2028 2023-2028 
60 | Penyusunan Rencana Pembangunan 60 | Dokumen Peraturan Daerah tentang Persen 100 100 ji) O| 0 0 0 0 0 O| 100 1.800.000.000 100 1.800.000.000 
Jangka Menengah Daerah Tahun 2023- RPJMD Tahun 2023 - 2028 
2028 
61 | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 61 | Dokumen Peraturan Gubernur RKPD Persen 100 100 100 1.747.999.954 100 1.069.102.930 100 1.650.000.000 100 1.650.000.000 100 1.650.000.000 100 7.767.102.884 
Daerah 
62 | Penyusunan Perubahan Rencana Kerja | 62 | Dokumen Peraturan Gubernur tentang Persen 100 100 100 1.389.546.460 100 1.079.773.230 100 1.650.000.000 100 1.650.000.000 100 1.650.000.000 100 7.419.319.690) 
Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2020 
63 | Pengembangan Sistem Perencanaan dan | 63 |Sisiem Perencanaan dan Persen 100 100 100 8.504.337.845) 100 3.017.358.170) 100 2.000.000.000 100 2.000.000.000) 100 2.000.000.000 100 17.521.696.015 
Penganggaran Daerah Penganggaran Daerah 
64 |Perencanaan pendanaan pembangunan | 64 | Dokumen pendanaan pembangunan Persen 100 100 100 1.469.999.229 100 974.806.890 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 6.944.806.119| 
yang bersumber dari Non APBD yang bersumber dari APBN 
65 | Penyusunan Dokumen usulan KPBU 65 | Dokumen usulan kegiatan KPBU Persen 100 100 0 O| 100 1.328.322.100 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 2.828.322.100) 
2 | Persentase Partisipasi Publik Persen 40 50 55 3.975.599.931 60 8.498.320.030) 65 2.800.000.000 70 2.800.000.000) 75 4.600.000.000 75 22.673.919.961 
terhadap Proses Perencanaan 
66 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan | 66 | Dokumen Kesepakatan tentang Daftar Persen 40 50 55 1.649.999.972 60 4.004.396.630) 65 1.800.000.000 70 1.800.000.000 75 1.800.000.000 75 1.054.396.602 
RKPD Rencana Program dan Kegiatan 
Prioritas Provinsi 
67 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan | 67 | Dokumen Kesepakatan tentang Persen 40 50 0 0 60 2.990.681.600) 0 0 0 O| 75 1.800.000.000 75 4.790.681.600) 
RPJMD Tahun 2018 2023 Rencana Pembanguan Jangka 
Menengah 
68 | Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jabar | 68 | Perusahaan yang tergabung dalam Persen 40 50 55 2.325.599.959| 60 1.503.241.800 65 1.000.000.000 70 1.000.000.000 75 1.000.000.000 75 6.828.841.759| 
Mira CSR Jabar 
3 |Persentase Kesesuaian Persen 100 100 100 2.714.999.591 100 1.770.720.070| — 100 2.550.000.000 100 2550.000.000| — 100 2.750.000.000| 100 12.335.719.661 
Perencanaan dan Penganggaran 
69 | Penyusunan KUA dan PPAS 69 | Dokumen KUA dan PPAS Persen 100 100 100 199.999.911 100 704.686.905 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000. 100 4.504.686.816) 
70 | Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 70 | Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Persen 100 100 100 699.999.920 100 564.089.150 100 800.000.000 100 800.000.000 100 1.000.000.000 100 3.864.089.070) 
71 | Tim Anggaran Pemerintah Daerah 71 | Dokumen Rekomendasi dan Persen 100 100 100 1.214.999.760 100 501.944.015 100 750.000.000 100 750.000.000 100 750.000.000 100 3.966.943.775| 
Dokumentasi Proses Penganggaran 
Tahun 2020 
4 |Persentase Ketersediaan Data dan Persen 75 80 100 5.264.630.199 100 68.526.766.280 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 88.791.396.479 
Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
72 | Penyusunan Analisis data Perencanaan 72 | Dokumen Analisis Perencanaan Persen 100 100 100 5.264.630.199 100 2.451.822.130) 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 16.716.452.329 
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah 
73 | Survey Kebijakan Perencanaan 73 | Publikasi Hasil Survey Kebijakan Persen 100 100 0 0 100 66.074.944.150| 100 2.000.000.000 100 2.000.000.000) 100 2.000.000.000 100 72.074.944.150 
Pembangunan Berbasis Data Perencanaan Pembangunan Daerah 
Terpenuhinya dukungan manajemen Tingkat pemenuhan dukungan Persen 100 100 100 24.954.018.798 100 36.399.656.276 100 41.305.593.069 100 44.250.652.376 100 48.507.717.614 100 195.417.638.133| 
perkantoran manajemen perkantoran 
3010101171 6 (Program Peningkatan Sarana dan 1 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Persen 100 100 100 5.281.464.658) — 100 15131366402) — 100 17.165.035.991 100 19556.539.590| — 100 21522193.549| — 100 79.256.600.191 | Sekretariat 
Prasarana Aparatur Badan Prasarana Kerja di Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
74 | Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas 74 | Prosentase pemenuhan sarana dan Persen 100 100 100 329.220.000 100 399.300.000 100 439.230.000 100 483.153.000 100 1.650.903.000 
Kantor prasarana kerja Bappeda 
75 | Peningkatan Sarana Dan Prasarana 75 | Prosentase pemenuhan sarana dan Persen 100 100 100 3.947.699.658 100 12.601.016.402 100 14.183.070.991 100 15.601.378.090| 100 17.161.515.899 100 63.494.681.041 
Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat prasarana Aparatur Bappeda 
76 | Pemeliharaan Jaringan Dan Website 76 | Prosentase pemeliharaan Jaringan Persen 100 100 100 205.020.000 0 0 100 350.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 1.405.020.000 
dan Website Bappeda 
77 | Penyediaan Kerohanian, Sarana dan 77 | Dokumen Prosiding Penyediaan Persen 100 100 100 799.525.000 100 2.530.350.000) 100 2.832.665.000 100 3.115.931.500) 100 3.427.524.650 100 12.705.996.50 
Prasarana Olahraga, Pakaian dan Jiwa Kerohanian, Sarana dan Prasarana 
Korsa Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa Olahraga, Pakaian dan Jiwa Korsa 
Barat Aparatur Bappeda Prrovinsi Jawa. 
Barat 













































































Data Capaian 


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 

























































































Indikator Unit Kerja 
Kinerja Tujuan, Kondisi Kinerja pada akhir Bale 
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Sasaran,Program Satuan 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 periode Renstra Perangkat Daerah 
(outcome) dan Daerah 2 
Kegiatan (output) Penanggung-jawab 
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. 
1 2 3 4 5 6 ii 8 9 10 11 12 13 14 15 
3.01.01.01.173 7 | Program Dukungan Manajemen 2 | Persentase ASN yang memiliki Persen 100 100 100 339.900.000) 100 341.500.000) 100 421.850.000 100 464.035.000) 100 510.438.500 100 2.077.723.500) 
Perkantoran Badan Perencanaan kesesuaian kompetensi di Badan 
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
78 | Penyediaan Diklat Kursus Singkatdan 78 | Jumlah Pegawai ASN yang memiliki Persen 100 100 100 339.900.000) 100 341.500.000) 100 421.850.000 100 464.035.000) 100 510.438.500 100 2.077.723.500) 
Bimtek Aparatur Kompetensi di Bappeda sesuai 
peraturan perundang-undangan 
3 Ipersentase sarana dan prasarana Persen 100 100 100 3.069.628.000) 100 2.697.262.580) 100 3.344.771.320 100 3.679.248.452| 100 4.047.173.297 100 16.838.083.649 
dalam kondisi baik di Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
79 | Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan 79 | Prosentase Pegawai yang terpenuhi Persen 100 100 100 1.839.000.000) 100 1.742.756.780) 100 2.294.814.940 100 2.524.296.434) 100 2.776.726.077 100 1.177.594.231 
Gedung Kantor kebutuhan sarana dan prasarana 
sesuai peraturan perundang- 
undangan Lingkup Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
80 | Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan 80 | Prosentase Pemeliharaan Kendaraan Persen 100 100 100 1.230.628.000) 100 954.505.800) 100 1.049.956.380 100 1.154.952.018| 100 1.270.447.220 100 5.660.489.418) 
Dinas Dinas Bappeda 
4 Persentase Unit Kerja yang Persen 100 100 100 9.993.788.230) 100 18.229.527.294 100 13.368.935.758 100 14.470.829.334 100 15.667.912.267 100 71.730.992.884 
mendapatkan pelayanan 
administrasi Perkantoran di Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
81 | Penyediaan Jasa Keamanan dan 81 | Prosentase Penyediaan Jasa Persen 100 100 100 2.064.549.379| 100 4.012.635.897 | 100 4.413.899.487 100 4.855.289.435) 100 5.340.818.379 100 20.687.192.577| 
Kebersihan Beserta Peralatannya Keamanan dan Kebersihan Beserta 
Peralatannya Bappeda 
82 | Publikasi Perencanaan Pembangunan 82 | Jumlah Publikasi Perencanaan Persen 100 100 100 989.739.460| 0 100 1.100.000.000 100 1.200.000.000) 100 1.300.000.000 100 4.589.739.460) 
Melalui Media Cetak dan Elektronik Pembangunan Melalui Media Cetak 
dan Elektronik 
83 | Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor 83 | Prosentase Penyediaan Barang Habis Persen 100 100 100 999.872.524| 100 2.025.557.947 100 2.936.358.772 100 3.229.994.649| 100 3.552.994.114 100 12.744.778.005 
Pakai Kantor Bappeda 
84 | Penyediaan RapatInternal dan Luar 84 | Prosentase Penyediaan Rapat Internal Persen 100 100 100 2.709.845.500) 100 8.195.202.450) 100 2.500.000.000 100 2.500.000.000) 100 2.500.000.000 100 18.405.047.950 
Kantor dan Luar Kantor 
85 | Penyediaan Sewa, Publikasi dan 85 | Prosentase Penyediaan Sewa, Persen 100 100 100 194.850.000 100 2.024.606.000) 100 250.000.000 100 300.000.000) 100 350.000.000 100 3.119.456.000) 
Dokumentasi Kantor Publikasi dan Dokumentasi Kantor 
86 | Penyediaan Langganan Kantor 86 | Prosentase Penyediaan Langganan Persen 100 100 100 3.034.931.367) 100 1.971.525.000) 100 2.168.677.500 100 2.385.545.250) 100 2.624.099.775 100 12.184.778.892 
Kantor 
5 (Persentase Perencanaan dan Persen 100 100 100 6.269.237.910) 0 0 100 6.305.000.000 100 5.960.000.000) 100 6.620.000.000 100 25.154.237.910| 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan yang tepat waktu dan 
sesuai peraturan Perundang- 
undangan di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
87 | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 87 | Dokumen laporan kinerja Badan Persen 100 100 100 773.731.818| 0 0 100 520.000.000 100 540.000.000) 100 560.000.000 100 2.393.731.818) 
Internal Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah 
88 | Pengendalian Manajemen Mutu ISO 88 | Serifikatdan Dokumen Manajemen Persen 100 100 100 179.999.161 0 0 100 220.000.000 100 240.000.000) 100 260.000.000 100 899.999.161 
9001:2015 untuk penyusunan RKPD Mutu ISO 9001:2015 untuk 
Provinsi Jawa Barat penyusunan RKPD Provinsi Jawa 
Barat 
89 | Penyusunan Rencana Kerja Bappeda 89 | Dokumen Rencana Kerja Bappeda Persen 100 100 100 299.998.918| 0 0 100 385.000.000 100 400.000.000) 100 420.000.000 100 1.504.998.918| 
90 | Penyelenggaraan Penghargaan 90 | Dokumen Penyelenggaraan Persen 100 100 100 529.999.993 0 ol 100 550000.000| 100 550.000.000| 100 550.000.000| 100 2.179.999.993 
Perencanaan Pembangunan Daerah Penghargaan Perencanaan 
Tahun 2019 Pembangunan Daerah 
91 | Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa | 91 | Dokumen Prosiding Forum Persen 100 100 100 3.005.528.810| 0 of .100 2400.000.000| 100 250.000.000) — 100 2600.000.000| 100 10.505.528.810| 
Barat Perencanaan Daerah 
92 | Pengelolaan Jabatan Fungsional 92 | Dokumen Pengelolaan Jabatan Persen 100 100 100 299.991.250| 0 0 100 400.000.000 100 400.000.000) 100 400.000.000 100 1.499.991.250 
Fungsional 
93 | Penyusunan LKPJ Gubernur Tahun 93 | Dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat Persen 100 100 100 1.179.987.960) 0 of ..100 1180.000.000| 100 1180.000.000| 100 1180.000.000| 100 4.719.987.960) 
Anggaran 2018 TA 2018 dan Dokumen 
Pendukungnya 
94 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 94 | Prosentase Peningkatan Kapasitas Persen 100 100 100 0 0 0 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 450.000.000) 
Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat Pengelolaan Keuangan Bappeda 
Provinsi Jawa Barat 
95 | Evaluasi Rencana Strategis Badan 95 | Dokumen Revisi Rencana Strategis Persen 100 100 0 O| 0 of ..100 500.000.000 0 O| 0 ol. too 500.000.000 
Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda 
96 | Penyusunan Dokumen Rencana Strategis | 96 | Dokumen Rencana Strategis Bappeda Persen 100 100 0 O| 0 O| 0 0 0 of .—.t00 500.000.000| 100 500.000.000 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 
6 |Persentase ketersediaan data Persen 100 100 0 0 0 0 100 100.000.000 100 120.000.000) 100 140.000.000 100 360.000.000) 
Kinerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
97 | Pengolahan Data Capaian Indikator Kinerja | 97 | Dokumen Pengolahan Data Capaian Persen 100 100 0 0 0 0 100 100.000.000 100 120.000.000 100 140.000.000 100 360.000.000) 
internal Badan Perencanaan Indikator Kinerja internal Bappeda. 
Pembangunan Daerah 










































































BAB VII 
KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN 


Rencana Strategis (RENSTRA) 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 


Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 


yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara 


langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam 


lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 


sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada 


tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan 


sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam 


tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan 


dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1. 


Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat 


menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai 












































atau tidak. 
Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023 
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 
Kondisi 
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 
Sasaran 2019 | 2020 2021| 2022 | 2023 | Pada 
akhir 
peride 
RPJMD 
1. Memantapkan Optimalisasi Tingkat 80 58 90 95 100 100 
Kualitas Kinerja Konsistensi 
Perencanaan Perencanaan Perencanaan 
Pembangunan Pembangunan | Pembangunan 
Jawa Barat Jawa Barat 
Terpenuhinya | Tingkat 100 100 100 100 100 100 
dukungan pemenuhan 
manajemen dukungan 
perkantoran manajemen 
perkantoran 
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Rencana Strategis (RENSTRA) 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 


BAB VIII 
PENUTUP 


Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023 berada pada tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, 
penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki makna yang strategis 
dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang 
menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan berpedoman pada rencana 
strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam 
pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana 
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 
2023 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi 
masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 
Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis 
yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana 
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan 
dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program 
pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023. 

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2018- 


2023 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 
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Rencana Strategis (RENSTRA) 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 - 2023 


Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis 
Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan tugas pokok serta 
fungsi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat berperan 
dalam mensukseskan capaian Misi Ketiga. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan 
inovasi dan kolaborasi”, dengan Misi sebagai berikut: Misi Kesatu, Membentuk manusia 
pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai 
pusat peradaban: Misi kedua, Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia 
dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, Misi Ketiga, 
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata 
ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan 
daerah: Misi Keempat, Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi umat yang 
sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat- 
pusat inovasi serta pelaku pembangunan, Misi Kelima, Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah 
pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2018-2023 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Memantapkan Kualitas 
Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. 

Penyusunan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan dilaksanakan 
dengan analisis Logical Frame Work dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) 
Strategi:(2) Kebijakan: dan (3) Indikator yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang 
menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan yakni meliputi Indikator untuk 
eselon II, III, IV dan jabatan fungsional perencana. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap 
penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa 


Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 
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1) Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat merupakan kewajiban seluruh insan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencapainya, berdasarkan 
hirarki kewenangan dan merupakan hasil komulatif dari program dan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
Barat, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Gubernur Jawa Barat yang terkait dengan fungsi perencanaan. 

2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 
dan sebagai bahan evaluasi. 

3) Mensosialisasikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Provinsi Jawa Barat ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Jawa Barat ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, 
ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen 
semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan 
pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila 
diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk indikator-indikator 
kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa 


mengubah tujuan pada rencana strategis ini. 
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